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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah Indonesia merdeka sejak tahun 1945, maka dalam
rangka mengisi kemedekaan sebagai perwujudan cita-cita bangsa
seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 alinea ke IV, yaitu menuju kepada masyarakat yang adil
dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan sebagai suatu sarana untuk merealisasi cita-
cita bangsa, telah mulai dilaksanakan sejak tahun 1969 dalam
bentuk PELITA yang berlangsung terus menerus secara
berkesinambungan beerdasarkan pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945. Pembangunan yang berkesinambungan ini adalah
sejalan dengan sistem pembangunan nasional diwujudkan dalam
bentuk REPELITA yang sampai sekarang telah memasuki tahapan
ke V.

Sudah banyak hal vyang dicapai dan dikerjakan dalam
menjalankan pembangunan tersebut, namun demikian masih banyak
pula pekerjaan dan tantangan masa datang yang harus dihadapi.

Pada pembangunan tahap ke V (PELITA V) dengan prioritas
diarahkan kepada segi ekonomi dan pembangunan, segi pertanian
pada khususnya, sebagaimana yang telah dicanangkan oleh
pemerintah. Khusus dalam pembangunan sektor perekonomian
pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan telah berusaha

untuk meningkatkan agar masyarakat/warga masyarakat dapat




meningkat taraf hidupnya demi tercapainya cita-cita nasional.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak berarti bahwa
pembangunan tersebut hanya mengarah kepada hubungan antara
pedagang dengan masyarakat (kreditur dan debitur) saja,
tetapi sektor pembangunan tersebut adalah sangat luas
cakupannya, sehingga penulis melihat bahwa penyediaan
perumahan yang dikelola oleh badan-badan swasta adalah
merupakan suatu perwujudan pembangunan sektor ekonomi
nasional.

Suatu permasalahan yang belakangan ini mendapat
perhatian adalah yang menyangkut bidang pembangunan perumahan
sebagai salah satu kebutuhan pokok yang terasa sangat
mendesak, hal tersebut disebabkan adanya permintaan akan
perumahan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang
semakin meningkat maka tidak mengherankan apabila pembangunan
sektor pgrumahan adalah salah satu masalah nasional yang
harus diusahakan pemecahannya.

Dengan adanya kebutuhan akan perumahan yang tidak
sebanding dengan perkembangan penduduk sekarang ini
mengakibatkan timbulnya beberapa masalah sosial dan masalah
hukum. Usaha pemerintah dalam menanggulangi masalah perumahan
tersebut yang pelaksanaannya yang dikerjakan bersama-sama
dengan pihak swasta maka dengan demikian masalah perumahan
inl sedikit demi sedikit sudah dapat teratasi. Dalam kaitan
usaha untuk menanggulangi masalah perumahan ini maka oleh

Perum Perumnas sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh




pemerintah untuk mengelolah perumnas harus ditunjang dengan
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank Tabungan Negara (BTN)
selaku partnert untuk pembangunan perumahan.

Dengan adanya pembangunan perumnas ini, kemudian nampak
bahwa dalam rangka pemilikannya terdapat beberapa masalah
hukum yang patutu dibahas dan dibicarakan demi terwujudnya
pemilikan rumah yang aman, tentram, sentosa dan bahagla.
Pengelolaan perumnas sebagal salah satu bahaglan dari
pembangunan nasional yang serba berencana dan terpadu, tldak
terlepas dari adanya pihak-pihak yang cukup memegang peranan
penting didalamnya. Para pihak tersebut adalah pemerintah dan
svasta selaku kreditur dan warga /masyarakat sebagal debitur.
Dalam setiap perbuatan hukum pihak tersebut terikat atau
diikat oleh suatu perjanjian yang dapat menimbulkan suatu hak
dan kewajiban baginya. Apabila salah satu plhak tersebut
lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka hal itu dapat
menimbulkan suatu problem hukum yaitu timbulnya suatu itikad
tidak baik yang dapat menjurus kepada suatu perbuatan yang
dapat dituntut menurut hukum,

Untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, mutlak
dibutuhkan perangkat hukum yang memberikan dasar dan wewenang
untuk bertindak dalam mengatur hubungan dengan yang lainnya
dalam kehidupan bersama. Hukum adalah salah satu sarana yang

mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara subyek-
subyek hukum dalam suatu masyarakat. Misalnya hubungan hukum

yang mengatur antara penjual dan pembeli. Didalam semua




perbuatan hukum ini ditentukan bahwa seorang tidak boleh
merampas atau melanggar hak orang lain karena melanggar hak

orang lain berarti merusak hubungan hukum atau melanggar

hukum.

Dalam hubungan ini, L.J Van Apeldoorn, (1980 : 19)

mengemukakan bahwa :

"Tujuvan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara
damai dan hukum menghendaki perdamalian. Perdamalan
diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan
melindungi manuslia tertentu, kehormatan,
kemerdekaan, jiwva, harta benda dan sebagalinya
terhadap yang merugikannya"

Melihat pendapat tersebut nyata bahwa tujuan hukum bukan
semata-mata untuk keadilan tetapi Jjuga bertujuan untuk
mengadakan ketertiban masyarakat,

Perkembangan kehidupan manusia dalam suatu masyarakat
dewasa ini menunjukkan bahwa dalam menjamin setiap hubungan
hukum untuk mencapai ketertiban dan kedamalan terhadap
perjanjian khususnya jual beli atau hutang piutang semakin
dirasakan mutlak adanya perangkat hukum yang mengatur, agar
tercapal rasa keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Dan
selain perangkat hukum yang dibutuhkan sebagal syarat mutlak
untuk mencapai tujvan hukum maka harus pula didukung oleh
putusan-putusan hakim dalam menemukan hukum secara konkrit
selain hukum yang tertulis (hukum adat). Peranan hakim
didalam kenyataan itulah yang oleh hukum dijalankan untuk
menetapkam aturan-aturan yang oleh orang yang satu terhadap

yang lainnya harus dipatuhi, dan memaksa pihak-pihak tertentu




untuk mentaati aturan atau undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian titik tolak penulis untuk membahas
masalah perumahan tersebut dalam bentuk skripsi ini sebagai
latar belakang dalam memilih judul adalah sebagai berikut :
1. Timbulnya kebutuhan akan perumahan yang semakin meningkat

yang tidak sebanding dengan penyediaan perumahan yang
kemudian menimbulkan faktor-faktor sosial ekonomi yang
selanjutnya dapat mengarah kepada persoalan-persoalan
hukum yang rumit, seperti timbulnya sengketa dalam sewva

menyewa, masalah pengosongan secara paksa, masalah

peralihan hak, maupun atas pelunasan rumah-rumah yang

dibeli dengan jual beli bersyarat.

2. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses Lerjadinya
pemilikan atas rumah yang dibeli secara jual beli dengan
beberapa syarat, masalah hak dan kewajiban yang timbul,
tentang peralihan hak sepenuhnya darl pembayaran angsuran
terakhir dengan penyerahan surat-surat rumah tanda
pemilikan hak serta terhadap pelanggaran perjanjian yang
telah disepakati.

3. Untuk mengetahui pula bagaimana proses penyelesaian
setiap persoalan wanprestasi yang timbul dalam rangka
pemilikan rumah tersbut secara jual beli yang terjadi di
Perum Perumnas Kotamadya Pare Pare sebagai obyek
penelitian penulis.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk menulis skripsi

ini dengan judul :




"TINJAUAN HUKUM BERKENAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI

RUMAH PADA PERUM PERUMNAS LOMPOE UNIT PARE PARE"

1,2 Batasan Masalah

Dalam pembahasan skripsi tersebut diatas, perlu kiranya
penulis membatasi diri pada persoalan-persoalan yang
menyangkut beberapa segi yang penting yang sesuai dengan
judul.

Untuk itulah penulis membatasi diri pada persoalan jual
beli rumah perumnas di Pare Pare pada sekitar masalah hak dan
kewvajiban para pihak, masalah beralihnya hak atas tanah dan
rumah serta masalah wanprestasi.

1.3 Metode Penelitian

Untuk melengkapi skripsi ini dalam memenuhi syarat suatu
karya ilmiah yang baik, maka penulis memakai me tode
penelitian sebagai berikut :

a. Metode Penelitian Kepustakaan (library research)
Dengan metode penelitian kepustakaan ini penulis
berusaha untuk membaca buku-buku ataupun tulisan-
tulisan yang ada hubungannya dengan judul skripsiini,
hal 1ini dilakukan guna memperoleh gambaran tentang
pendapat para ahli dan cerdik pandai
menyangkut masalah tersebut diatas.

b. Metode Penelitian Lapangan (field research)

Dalam metode ini penulis langsung terjun kelapangan

guna memperoleh data yang obyektif dan terjamin




kebenarannya dengan melakukan wawancara langsung
kepada pihak pimpinan beserta stafnya vyang ada
hubungannya dengan pembahasan ini dan juga mendatangi

beberapa penghuni yang tinggal dalam rumah perumnas

tersebut.
1.4 Sistematika Pembahasan
Untuk memberi gambaran yang jelas tentang perjanjian
jual beli ini, maka berikut ini penulis akan bagi pembahasan
dalam enam bab, yaitu :

BAB I. Dalam bab ini akan diuraikan secara umum
tentang jual beli dan permasalahannya sehubungan
obyek kajian skripsi ini. Dan uraian dalam bab ini
pula mengetengahkan latar belakang masalah, batasan

masalah, metode penelitian dan sistematika

pembahasan,

BAB II. Dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian-
pengertian perjanjian, perjanjian jual beli, dan
pengertian rumah.

BAB III. Dalam bab ini akan diuraikan secara garis besar

tentang peranan Perum Perumnas cabang Pare Pare

dalam Pembangunan nasional.

BAB IV. Dalam bab ini secara khusus diuraikan mengenai dasar
pelaksanaan dan akibat hukum tuntutan wanprestasi
pada perjanjian juﬁl beli. Dan pembahasannya
meliputi tentang dasar tuntutan wanprestasi dan

akibat hukumtuntutan wanprestasi.




BAB V.

BAB VI.

Mengemukakan tentang hak dan kewvajiban pembeli dan
penjual serta mengetengahkan proses peralihan hak
atas tanah dan rumah, akibat yang akan ditanggung
balk debitur maupun kreditur,

Memuat wuralan mengenal kesimpulan dan saran sebagal

penutup dari pembahasan skripsi ini.




BAB I1I
BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH

Dalam membahas beberapa pengertian perjanjian jual beli
rumah tersebut diatas, penulis akan mengelompokkan masing-
masing pengertian tersebut. Jadi dengan demikian penulis akan
menguraikan pengertian dari perjanjian, perjanjian jual beli
dan tentang pengertian rumah itu sendiri. Memberikan
pengertian kepada ketiga komponn tersebut diatas, adalah
penting artinya mengingat banyaknya pandangan dan persepsi
yang berbeda akan arti perjanjian, perjanjian jual bell dan
pengertian rumah tersebut. ‘

Dalam ilmu hukum, pengetahuan tentang istilah adalah
sangat penting. Sebab untuk mempelajari berbagai sudut dari
hukum seperti isi, sifat, dan sebagainya dari Dberbagai
peraturan hukum adalah menemukan dan mempergunakan kata-kata,
demikian pula untuk mengemukakan suatu pendapat atau suatu
pandangan.

Sering dengan tidak adanya istilah yang disepakati arti
atau maksud dan tujuannya, dapat menimbulkan perbedaan
persepsi yang saling diperdebatkan dan saling mempertahankan
pendirian masing-masing.

Untuk menghindari kesalah pahaman ini, maka menurut
Wirjono Prodjodikoro, (1991 :7), maka perlu adanya kata

sepakat diantara para ahli hukum tentang arti dari kata-kata
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yang dlpergunakan.Mengingat akan terjadi masalah tersebut
diatas, penulis dalam bab II ini akan menguraikan beberapa

pengertian tentang perjanjian, perjanjian Jjual beli dan

pengertian rumah itu sendiri.
2.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian yang berasal dari kata dasar "janii"
merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada
orang/pihak lain untuk melakukan sesuatu hal yang telah
disepakati bersama. Daru kesepakatn ini akan menimbulkan
suatu keterikatan pihak-pihak yang saling berjanji itu dalam
suatu hubungan hukum, dengan demikian jelas bahwa perjanjian
itu merupakan suatu rangkaian dari ungkapan perbuatan yang
mengandung suatu kesanggupan untuk melakukan sesuatu hal yang
telah disepakati baik secara tertulis maupun secara lisan.

Tentang perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dapat
kita temukan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata vyang telah menentukan bahwa suatu perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang atau lebih.

DPari batasan pengertian perjanjian menurut Kketentuan
pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatatersebut diatas,
menurut Tahir Tungadi, (1977/1978 : 9) bahwa

"Mengandung suatu kesalahan dan kekurangan.
Kesalahan itu terletak pada kata perbuatan, yang
mana seharusnya adalah perbuatan hukum. Dan
kekurangannya adalah defenisi perjanjian menurut
pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W)
tidak mencakup suatu pengertian yang timbal balik
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yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban kedua
belah pihak"

Dengan adanya kesalahan dan kekurangén tersebut,maka
oleh beberapa sarjana telah mengemukakan pula pendapatnya
masing-masing tentang defenisi perjanjian itu.

Perjanjian menurut Subekti, (1979 : 1)

"Bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiva
dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau
dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan

sesuatu hal"

Dari peristiwva ini lahirlah hubungan hukum antara dua
orang atau lebih yang dinamakan perikatan., Dalam bentuknya
perjanjian itu berupa suatu perkataan yang mengandung Jjanji-
jJanji atau kesanggqupan-kesanggupan yang diucapkan atau yang
ditulis.

Tentang perjanjian, menurut Wirjono Prodjodikoro, (1981:

17) mengatakan bahwa :

"Perjanjlian adalah sebagal suatu perhubungan hukum
mengenai harta benda kekayaan-kekayaan antara dua
pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap
berjanii akan melakukan sesuatu hal, sedang pihak

lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu"
Batasan pengertian 1ini, blla diuraikan 1lebih lanjut,
maka memang pada dasarnya unsur esensil dari perjanjian itu
adalah persetujuan atau kesepakatan. Yang mana dari
pengertian kesepakatan ini, sudah barang tentu menunjukkan
bahwa harus ada dua pihak atau lebih yang setuju. Persetujuan
mana adalah sebagian besar adalah sepakat untuk menimbulkan

hubungan hukum atau perikatan seperti Jjual beli, sewva
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menyeva, dan sebagainya. Dan ada pula yang merubah hubungan
hukum seperti sepakat antara pemilik rumah dan penyewa untuk
menalkkan harga sewa, serta sepakat untuk menghapuskan
hubungan hukum seperti pembebasan hutang. Kemudian adanya
pembatasan persetujuan dibidang hukum harta benda oleh karena
perjanjian dalam arti 1luas terdapat 3juga dibidang hukum
keluarga (bidang perkawinan), dibidang hukum acara (bidang
pembuktian).

Dari uraian tersebut diatas, 3Jjelaslah bahwa dari
pengertian perjanjian itu lahirlah perikatan untuk melakukan
sesuatu hal yang telah disepakati atau disanggupi. Dalam
hukum perdata, perihal perjanjian ini merupakan sendi yang
amat penting untuk terjadinya suatu perikatan.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih

lanjut menentukan bahwa :

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

3. Mengenai sesuatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal".

Suatu perjanjian yang dibuat haruslah memenuhi keempat
syarat tersebut diatas. Apabila salah satu dari keempat
syarat tersebut diatas tidak dipenuhi maka perjaniian
tersebut batal demi hukum (null and void) atau dapat
dibatalkan (canceling).

Perjanjian dapat juga menganut sifat terbuka yaitu kedua
belah pihak yang sepakat untuk membuat suatu perjanjian

tersebut asal tidak bertentangan dengan undang-undang,
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kesusilaan dan ketertiban umum.

Seperti yang terdapat dalam KUHPerdata pasal 1337 vyang
menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila
dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan
kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Didalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa pihak-pihak yang
mengadakan suatu perjanjian terikat pada syarat-syarat atau
isi dari perjanjian yang di buatnya, lagi pula keterikatan
tersebut sama dengan keterikatannya untuk mentaati ketentuan
undang-undang karena dengan perjanjian ini seorang atau para
pihak akan terikat pada isi perjanjian, maka  atas
pertimbangan inilah adanya sepakat didalam melakukan
perjanjian mutlak di perlukan. Suatu perjanjian yang dibuat
karena adanya paksaan dari pihak lain dapat di batalkan dan
karenanya tidak mempunyal kekuatan hukum sepanjang dapat
dibuktikan adanya paksaan tersebut.

2.2 Pengertian Perjanjian Jual Beli
Setelah menguraikan pengertian perjanjian, berikut ini
akan diuraikan pengertian jual beli. Hal ini dianggap perlu

karena pemilikan rumah Perum Perumnas itu, dengan melalui

perjanjian jual beli.
Pengertian kata jual mengandung suatu tindakan

mengalikan barang/benda yang obyeknya dengan harapan akan
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menerima pembayaran atas barang/benda yang dijual tersebut.

Dengan demikian, pengertian perjanjian jual beli
merupakan suatu bentuk perjanjian yang berisi kewajiban
menyerahkan barang atau benda pada pihak lainnya serta hak
untuk menerima pembayaran harga pada satu pihak dan menerima
pada pihak lainnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, (1981 : 17) 3jual beli
menurut tujuan perekonomian ialah memindahkan hak milik atas
sesuatu barang tertentu kepada orang lain.

Menurut Subekti, (1981 : 63)

"Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan
perjanjian itu yang satu mengikat dirinya

menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak

yang lainnya untuk membayar harga vyang telah
diperjanjikan"

Sedangkan menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata bahwa :

"Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana
pihak yang satu menglikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain
untuk membayar harga yang telah dijanjikan"

Dengan melihat defenisi atau rumusan-rumusan tersebut
diatas dapat disimpulkan bahwa Jjual beli adalah suatu
perjanjian yang meletakkan kewajiban bagi satu pihak untuk
menyerahkan barang kepada pihak yang lain dengan menerima
pembayaran yang wajib diserahkan oleh pihak yang lain.

Hal ini pula menunjukkan bahwa perjanjian Jjual beli

adalah suatu perjanjian timbal balik dimana kedua belah pihak

dibebani kewajiban-kewajiban dan mempunyai hak-hak.
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2.3 Pengertian Rumah
Istilah perumahan berasal dari kata rumah yang mendapat
avalan "pe" dan akhiran "an" yang secara umum diartikan
sebagai suatu bangunan tempat tinggal atau untuk dihuni.
Pengertian umum yang dikemukakan diatas berbeda dengan

pengertian perumahan yang dikemukakan dalam pasal I PP No 49

tahun 1963 yang berbunyi :

"Perumahan 1ialah bangunan atau bagiannya termasuk
halaman dan jalan keluar yang dianggap perlu vyang

dipergunakan untuk tempat tinggal atau keperluan
lain"

Berdasarkan pengertian perumahan seperti yang dirumuskan
didalam pasal I PP No 49 tahun 1963 itu, maka nampak bahwva
perumahan mempunyai arti yang lebih luas, lebih dari sebagai
tempat tinggal saja. Oleh karena perumahan bukan saja suatu
bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal seseorang
atau suatu keluarga, tetapi juga perumahan adalah pekarangan
dimang rumah atau bangunan itu didirikan, termasuk pula jalan
untuk keluar dan masuk rumah atau bangunan itu., Perumahan
tidak hanya menyangkut rumah tempat tinggal atau rumah itu
sendiri, tetapi juga bangunan lainnya yang dipergunakan untuk
keperluan lainnya. Jadi berdasarkan pengertian rumah yang
terakhir ini, maka yang dapat dianggap juga sebagail perumahan
adalah rumah itu sendiri, kantor-kantor, toko-toko, pasar-

pasar, hotel-hotel, bioskop-bioskop dan sebagainya.




BAB II1

PERANAN PERUM PERUMNAS CABANG PARE PARE DALAM PEMBANGUNAN
NASIONAL

Perum Perumnas adalah perusahaan wmilik negara vyang
bergerak pada bidang pelayanan penyediaan perumahan bagi
masyarakat. Perum Perumnas ini dibentuk dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 1974.

Pembentukan Perum Perumnas ini adalah untuk dijadikan
sebagai suatu usaha pemerintah untuk menyediakan perumahan
dan lingkungan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan
menengah. Dengan demikian fungsi Perum Perumnas dalam hal ini
adalah melaksanakan program pemerintah dibidang perumahan
rakyat dan prasarana lingkungan yang dilengkapi dengan
fasilitas sosial lainnya dengan sasaran mengutamakan
masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah.

Kekurangan perumahan adalah tidak saja merupakan suatu
masalah bagli pemerintah tetapi juga merupakan problem yang
meresahkan masyarakat, terutama bagi mereka yang mempunyai
penghasilan rendah. Disamping itu juga, masyarakatlah yang
mengalaminya, merasakan serta terlibat langsung dalam
persoalan ini. Pembangunan perumahan dimaksudkan untuk
mewujudkan cita-cita masyarakat agar menempati rumah yang
layak dengan lingkungan yang sehat, sehingga dapat
menciptakan suatu masyarakat yang sejahtera.

Namun demikian untuk mewujudkan semua itu tidak hanya

16
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menjadi tanggung jawab pihak pemerintah melainkan tanggung

javab masyarakat itu sendiri.

Pemerintah berkewajiban mendorong, membantu dan
menciptakan iklim yang dapat mempercepat cita-cita tersebut
déngan sejauh mungkin membuka kesempatan kepada masyarakat
untuk mengembangkan prakarsa svadayanya.

Melalui Direktorat Perumhan, Direktorat Jenderal Karya-
Departemen Pekerjaan Umum yang bekerja sama dengan Perum
Perumnas bermaksud mendorong serta mengajak masyarakat dan
para ahli yang berkecimpung dalam bidang perencanaan untuk
ikut bersama-sama memikirkan masalah perumahan sederhana yang
meliputl rumah dan lingkungannya sebagai suatu kesatuan yang
harmonis, Jjuga untuk mendapat konsep perencanaan untuk rumah
sederhanan berlantai satu atau dua, termasuk pengembangannya
yang dapat diterapkan dalam sistem pembangunan secara massal
dengan biaya pembangunan relatif murah dan terjangkau oleh
masyarakat kota yang berpenghasilan rendah dan menengah
dengan sejauh mungkin memanfaatkan bahan bangunan produksi
dalam negeri.

W.J.8. Poerdarminta, (1981 : 836) merumuskan pengertian
rumah yaltu Jjenis bangunan yang diperuntukkan bagi tempat
tinggal manusia dalam kehidupan ini.

Disamping itu masih ada lagi pengertian lain tentang
rumah sebagaimana terdapat/dijelaskan dalam kamus tersebut
yaitu sesual dengan tujuan pengadaan rumah tersebut.

Jadi kalau diperhatikan pengertian rumah perumnas diatas
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maka dliketahui bahwa tujuan dari pada pengadaan rumah
perumnas adalah guna memenuhi kebutuhan akan perumahan bagi
masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah yang tidak
dapat membangunan rumah sendiri. Namun dalam kenyataannya
diantara rumah-rumah perumnas yang ada di Pare Pare, banyak
yang dihuni/dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai
pendapatan yang cukup dan malahan telah memiliki rumah
sendiri sebaliknya banyak pula masyarakal yang berpenghasilan
rendah yang masih membutuhkan rumah perumnas tersebut, tetapi
tidak mendapat bagian, untuk itulah diperlukan pengawvasan
yang lebih ketat didalam pendistribusian rumah-rumah perumnas
tersebut agar benar-benar dapat dibeli/dihuni oleh orang-
orang yang sebenarnya sangat membutuhkan.

Untuk dapat melaksanakan bidang usaha utama dan bidang
usaha penunjang, Perum Perumnas me lakukan serangkaian
kegiatan. Awal dari kegiatan tersebut adalah studi tentang
kebutuhan dari permintaan rumah untuk menentukan apakah suatu

kota membutuhkan perumahan Perum Perumnas atau tidak,

misalnya di Pare Pare.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara disamping memperhatikan
faktor pemasaran agar setiap rumah yang dibangun terjamin ada
pembelinya, juga harus memperhatikan aspek pemerataan
pembangunan yang merupakan sebagian dari tujuan pembangunan

yang digariskan dalam Garis-Cuaris Besar Haluan Negara tahun

1982,

Untuk mempercepat proses penjualan rumah, dilakukan-
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secara bersamaan dengan proses pembangunan, sehingga pada
saat rumah siap huni (RSH) maka kegiatan penjualan sudah
dapat dilakukan.

Demikian alasan historis serta fungsi dari pengadaan
rumah oleh perumnas. Untuk Kkelengkapan penjelasan diatas
tentang bagaimana pentingnya peranan Perum Perumnas dalam
pembangunan, khususnya di Kotamadya Pare Pare maka berikut
inl akan dipaparkan mengenai keadaan Perum Perumnas Kotamadya
Pare Pare dengan memperhatikan beberapa faktor penentu
sepertl keadaan penduduk serta kepadatannya sehingga lerdapal
suatu keterkaitan antara kebutuhan masyarakat akan perumahan

dan peranan Perum Perumnas dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

a. Jumlah Penduduk di Kotamadya Pare Pare

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari kantor
statistik Kotamadya Pare Pare pada tahun 1989 jumlah
keseluruhan penduduk kotamadya Pare Pare adalah 92.124 jiwa
dengan kepadatan 927 Orang perkilo meter persegi.

Untuk 1lebih jelasnya mengenai perkembangan penduduk di
kotamadya Pare Pare, berikut ini dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
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TABEL 1
JUMLAH KEPADATAN PENDUDUK DIPERINCI MENURUT KECAMATAN,

KELURAHAN DALAM KOTAMADYA PARE PARE TAHUN 1985-1989

D D D S AR A e e . e e . . = = = e e e =y o — e

KECAMATAN/KELURAHAN | JUMLAH | LUAS KEC./KEL.| KEPADATAN

| PENDUDUK | (KM2) |PENDUDUK KM2
BACUKIKI | 33.027 | 179,70 | 414
- Lumpue | 5.432 | 4,99 | 1.089
- Watang Bacukiki | 1.169 | 29.:52 | 16
- Lompoe | 3.988 | 41,18 | 97
- Cappagalung 1112.71711 | 4,67 | 2.735
- Kampung Baru I 9.667 | 3,34 | 2.091
UJUNG | 25.1%4 | 11330 | 2243
- Labukkang | 8.968 | 0,58 | 15.462
- Ujung Sabbang | 6.360 | 0,38 I L6617
- Ujung Bulu | 5.954 | 0,36 | 15.668
- Lapadde | 3.842 | 8598 | 385
SORREANG (335973 | 8533 | 4.078
- Lakessi | 8.208 | ol | 30.400
- Ujung Baru | 11.582 I 0,66 | 17.548
- Watang Soreang | 14.183 | 7,40 | 1.9%7

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya Pare Pare.

Berdasarkan data-data tersebut diatas dapat ditarik

beberapa kesimpulan, bahwa Kotamadya Pare Pare dalam hal

penyebaran penduduk belum merata. Seperti yang tercantum
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dalam tabel diatas, menunjukkan bahwa Jjika dilihat dari
kepadatan penduduknya, maka untuk Kecamatan Bacukiki rata-
rata kepadatannya adalah 414 jiwa/Km2, Kecamatan Ujung
kepadatannya adalah 2.223 jiwa/Km2, sedangkan Kecamatan
Soreang kepadatan penduduknya mencapai 4.078/Km2. Jadi jelas
bahwva kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling
tinggi adalah Kecamatan Soreang, sedangkan kecamatan vyang
rendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Bacukiki.

Selanjutnya tabel diatas juga memberikan gambaran bila
dilihat dari 1luas wilayah kelurahan yang menjadi tempat
tinggal terlihat kepadatan penduduk yang sangat tinggi untuk
sebuah kelurahan seperti di Kotamadya Pare Pare. Untuk
tingkat kelurahan maka kelurahan Lakessi memiliki kepadatan
penduduk yang paling tinggi yakni mencapai 30.400 Jjiwa/Km2.
*S§edang urutan kedua kecamatan Ujung Sabbang dengan kepadatan
penduduk mancapai 17.667 jiwa/Km2, Dan pada wurutan ketiga
masing-masing adalah kecamatan Ujung Bulu dan Labukkang
dengan kepadatan penduduk mencapai 15.668 dan 15.462
jiva/Km2.

Data tersebut diatas dapat memberikan gambaran mengenai
keadaan penduduk di Kotamadya Pare Pare, sehingga kalau kita
hubungkan dengan peranan Perum Perumnas dalam menyediakan
rumah tempat tingal dari sekian jumlah penduduk, maka Perum
Perumnas merupakan salah satu ujung tombak bagi pemerintah
untuk melaksanakan program pengadaan rumah dan lingkungannya

yang memenuhi persyaratan kesehatan, khususnya bagi
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masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang belum

memiliki rumah sendiri.
b. Perkembangan Jumlah Penduduk Kotamadya Pare Pare
Untuk dapat mengetahui perkembangan penduduk di

Kotamadya Pare Pare, maka berikut ini dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

TABEL 2

PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK KOTAMADYA PARE PARE TAHUN 1985
SAMPAI DENGAN 1989

B T T o T o T o TN N TN ——

TAHUN | JUMLAH PENDUDUK | PERTAMBAHAN (%)
1988 Tl 9Tz diva T T T e ]
1986 | 91.730 Jiwva | 0,31
1987 | 91.746 Jiwva | 0,02
1988 | 92.136 Jiwva I 0,42
1989 | 92.124 Jiwa | 0,01

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya Pare Pare.

Dari data tersut diatas menunjukkan bahwa perkembangan
penduduk di Kotamadya Pare Pare tergolong cukup rendah.
c. Jumlah Kepala Rumah Tangga di Kotamadya Pare Pare
Diketahui bahwa jumlah penduduk di Kotamadya Pare Pare
pada tahun 1989 sebanyak 92.124 jiwva dengan kepadatan
923/Km2. Dari jumlah penduduk tersebut, dapat dirata-ratakan
bahwa setiap kepala rumah tangga menanggung 6 orang. Jadi

jumlah seluruh kepala rumah tangga adalah 15.354.
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Untuk dapat mengetahul secara pasti mengenai kepala
rumah tangga yang belum dan yang telah memiliki rumah
sendiri, maka terlebih dahulu dijelaskan mengenai data tempat

tinggal, bukan tempat tinggal dan bangunan kompleks,

TABETL 3

JUMLAH TEMPAT TINGGAL, BUKAN TEMPAT TINGGAL, KOMPLEKS/
KECAMATAN KOTAMADYA PARE PARE TAHUN 1989

. K | KOMPLEKS

KECAMATAN I T.T | B

BACUKKI | 5.825  © 350 | 4
UJUNG I 3.128 | 358 I 584

SOREANG | 4.964 | 328 | 705

e e = e = e R e - - . ———

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya Pare Pare
Keterangan : - T.T (Tempat tinggal/rumah)
- B.K (Bukan tempat tinggal/sekolah,mesjid,

gereja dan lain-lain)

Dari data tersebut diatas dapat diprosentasekan antara
jumlah penduduk dengan bangunan tempat tinggal (rumah).
Seperti diketahui bahwa dari jumlah penduduk 92.124 orang
dengan Jjumlah kepala rumah tangga 15.354. Jumlah kepala
kepala rumah tangga tersebut dapat dibandingkan dengan jumlah
tempat tinggal baik berupa rumah biasa maupun berupa
kompleks, dimana jumlah seluruhnya adalah 15.667 unit. Jumlah
rumah tempat tinggal 1.760 itu merupakan kompleks, yang jelas
bukan milik sendiri dan sisanya yakni 13,907 unit tempat

tinggal (T.T). Jumlah tempat tinggal ini, 40% bukan merupakan
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milik sendiri. Jadi Jjumlah tempat tinggal yang bukan
merupakan milik sendiri 5.239 unit. Dengan demikian 3julah
keseluruhan tempat tinggal dan kompleks yang bukan milik
sendiri sebanyak 6.999 unit.

Dari data diatas dapat diketahui jumlah kepala rumah
tangga yang belum memiliki rumah sendiri yakni sebanyak 6.999
kepala keluarga, atau jika dikalikan dengan jumlah penduduk
maka akan didapatkan 41.994 orang. Dengan demikian 3jumlah
penduduk yang sudah memiliki rumah sendiri adalah 50.130 atau
kepala rumah tangga sebanyak 8.355.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah kepala rumah tangga

yang belum memiliki rumah sendiri dapat dilihat pada tabel
berikut ini

TABEL 1
JUMLAH PEMILIK RUMAH SENDIRI DIRINCI MENURUT KEPALA RUMAH

TANGGA DI KIOTAMADYA PARE PARE TAHUN 1989 - 1990

JENIS RUMAH | RUMAH SENDIRI | BUKAN RUMAH SENDIRI| JUMLAH
| (Unit) | (Unit) |

Tempat Tinggal |  8.344 | 5.563 | 13.907

Kompleks | - | 1.760 | 1.760

Jumlah |  8.344 4 7.323 | 15.667

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya Pare Pare.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kepala rumah
tangga yang belum memiliki rumah sendiri adalah 7.323,.

Sedangkan kepala rumah tangga yang telah memiliki rumah
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sendirl sebanyak 8.344.

Dengan demikian dapat diketahui jumlah permintaan dari

masyarakat terhadap Perum Perumnas sebanyak. 7.323 unit.

Sedangkan yang baru dapat disediakan baru sebanyak 30% dari

permintaan masyarakat atau sebanyak 2.197 unit.




BAB 1V

PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM TUNTUTAN WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN JUAL BELI

4.1 Tuntutan Wanprestasi

Dalam perjanjian jual beli, pada umumnya dilakukan oleh
dua pihak, yaitu penjual disatu pihak dan pembeli dilain
pihak. Dalam mengadakan suatu perjanjian pada umumnya dan
pelaksanaan perjanjian pada khususnya, pihak debitur selalu
berada pada kedudukan yang lemah, dan kenyataan tersebut
tercermin dalam tuntutan pihak kreditur. Mengenai pelaksanaan
prestasi bagi pihak debitur masalah inilah yang menjadi pokok
pembahasan dalam skripsi ini. Jadi nampaklah bahwa persoalan
hukum yang berkenaan dengan tuntutan prestasi dalam jual beli
pada umumnya datang dari pihak kreditur, sehingga seakan-akan
pihak debitur berada pada kedudukan yang lemah.

Dalam hubungan ini, pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
menentukan dengan Jjelas mengenai kedudukan tersebut yang
tidak seimbang, dimana pihak kreditur berada pada kedudukan
yang memungkinkan melakukan tuntutan prestasi pada pihak
debitur. Disamping itu juga, pasal diatas memberikan bahwa
semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga pihak
debitur sulit untuk mengelak dari tuntutan wanprestasi dari

pihak kreditur sementara perjanjian itu dibuat secara sepihak

oleh kreditur.

b
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Dari ketentuan ini jelas bahwa pihak debitur tidak mampu
menolak tuntutan wanprestasi dari pihak kreditur. Kecuali
hanya memenuhi kewajlban/tanggung jawab terhadap kreditur
oleh karena sekalipun perjanjian tersebut dibuat secara
sepihak oleh kreditur tetapi pihak debitur telah
menyetujuinya. Dan hak-hak dari pihak debitur boleh dikatakan
hampir telah terpenuhi seluruhnya. Sehingga begitu perjanjian
dibuat maka ia harus terikal pada perjanjian yang dibuatnya.
Pilain pihak ketentuan ini dapat pula melindungi debitur dari
tindakan-tindakan kreditur yang sewenang-wenang, yaitu bahwa
pelaksanaan perjanjian harus didasarkan atas itikad baik dari
kedua belah pihak, sebagaimana yang dikehendaki dalam ayat
(3) dari pasal 1338 KUHPerdata bahwa persetujuan-persetujuan
harus dilaksanakan dengan itikad balik

Berpatokan pada pasal 1338 KUHPerdata tersebut, maka
pelaksanaan perjanjian jual beli, dalam arti melaksanakan hak
dan kewajiban oleh kedua belah pihak sebagaimana mestinya.
Dalam kerangka dasar ini, khususnya saat lahirnya perjanjian
dan pelaksanaan perjanjian pihak debitur dapat dikategorikan
tidak melaksanakan ataupun tidak memenuhi prestasinya
sebagaimana yang seharusnya dilakukan, jika suatu hak yang
dituntut oleh kreditur dalam hal ini prestasi bukan karena
kesengajaan atau kelalaian debitur wuntuk tidak memenuhi
prestasinya, akan dapat saja terjadi Jjika debitur tidak

memenuhi prestasinya karena keadaan diluar kekuasaannya atau

diluar kemampuannya. Misalnya karena overmacht (keadaan
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memaksa). Bukankah wujud dari prestasi itu dapat berupa
perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu,
Perjanjian wuntuk menyerahkan barang atau perjanjian untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam hal pemenuhan prestasi tidak hanya pihak debitur
saja yangqg diwajibkan melaksanakan prestasinya. Sebagaimana
diketahul oleh kreditur, sebab balk kreditur maupun debitur
adalah subyek perjanjian dimana kreditur menpunyai hak atas
prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi itu.

Hal yang disebutkan terakhir ini harus dilaksanakan oleh
pihak debitur karena kalau tidak memenuhi hal itu maka ia
telah melakukan wvanprestasi. Dan dalam keadaan seperti itu
kreditur berhak menuntut pihak debitur untuk memenuhi
prestasinya. Begitupun sebaliknya dalam hal perjanjian
penyerahan barang, manakala pihak kreditur tidak memberikan
bantuannya oleh debitur dengan sempurna.

Dalam hubungan 1ini, M. Yahya Harahap, (1982 : 17)

menulis :

"Pada perjanjian yang bersifat perdata (civiele

verbintenis), melekat prinsip pemaksaan. Apabila
debitur tidak memenuhi prestasinya secara sukarela,
kreditur mempunyai hak untuk memaksakan pemenuhan

prestasi tersebut. Inilah yang
disebut"afwangbaarheid". Pemenuhan prestasi dapat
dipaksakan kepada debitur malalui alat

kekuasaan/pejabat pengadllan dengan mempergunakan
prosedur dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
Ini berarti, secara material hukum perjanjian telah
menetapkan hak kekuasaan kreditur memperoleh
prestasi yang diperjanjiakan".

Dari uraian diatas, dapat timbul masalah lain, yaitu apa
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dan cara bagaimana pihak debitur dikatakan wanprestasi.

Untuk itulah, sebelum penulis membahas lebih lanjut
mengenal wvanprestasi dana masalahnya dalam konteks dasar
" tuntutan wvanprestasi pada perjanjian jual beli, ada baiknya
terlebih dahulu dijelaskan mengenai pengertian wanprestasi
itu sendiri.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang
arti nya prestasi buruk. Secara teoritis wanprestasi berarti
seorang debitur tidak melakukan prestasinya atau kewajibannya
sama sekall atau melakukan prestasi tetapi terlambat/tidak

sebagaimana mestinya.

Subekti, (1980 : 147) mengemukakan bahwa

"Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak
dapat memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi

tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan".
Berdasarkan pendapat diatas, apabila dirumuskan lebih
konkrit, maka bentuk kelalalan seorang debitur ada 4 (empat)

hal, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya.
Maksudnya, 3Jjlka seorang telah menyanggqupi apa yang akan
dilakukannya sesuai isi perjanjian yang telah dibuat, lalu

tiba saatnya ia tidak melakukan hal 1itu, maka dapat

digolongkan bahwa ia telah lalai atau telah melakukan

wanprestasi.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak
sebagaimana yang dijanjikannya. Bahwa apa yang dilakukan

tidak sesuai dengan apa yang ia sanggqupi pada mulanya atau
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pada saat terjadinya perjanjian. Sebagai contoh, misalnya:
A berjanji kepada B untuk membayar utangnya sebesar
Rp.10.000 tetapi ternyata A hanya membayar kepada B
sebesar Rp. 1000.

Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Bentuk
kelalaian ini dapat terjadi kalau misalnya seorang
pengusaha taksi berjanji kepada tuan Amin bahwa akan
dijemput di rumahnya tepat pada pukul 10.00 Wita untuk
diantar ke Air port, tetapi ternya pengusaha taksi
tersebut tidak datang menjemput tepat pada vaktunya
sebagaimana yang dijanjikan, sehingga tuan BAmin tidak
dapat berangkat dengan pesawat yang akan membawanya. Maka
disini pengusaha taksi tidak memenuhi janjinya atau telah
melakukan wvanprestasi.

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukannya. Bentuk wanprestasi semacam ini dapat
terjadi, misalnya A dan B berjanji untuk tidak melakukan
suatu tindakan dengan mengalihkan hak kepada orang lain
dengan Jjalan menjual hak miliknya masing-masing. Namun
karena sesuatu hal maka A menjualnya kepada C tanpa
sepengetahuan dan persetujuan dari B, sehingga isi
perjanjian tersebut diteruskan oleh kedua pihak yakni B
dan C, Hal 1ini jelas pihak B akan keberatan mengenai
pemindahan hak dari A kepada C yang seharusnya tidak boleh

dilakukan oleh A.

Dalam hubungan ini, Sri Soedewi Masychoen Sopyan, (1980:
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vanprestasi harus dipenuhi 3 unsur, yaitu

"1. Perbuatan yang dilakukan oleh debitur itu dapat
disesalkan.

2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam
arti yang obyektif, yaitu orang yang normal
dapat menduga, bahwa keadaan itu akan timbul,
maupun dalam arti yang subyektif, yaitu sebagai

orang yang ahli dalam menduga dapat menduga
keadaan demikian akan timbul.

3. Dapat diminta untuk mempertanggung Jjawabkan
perbuatannya, artinya bukan orang gila atau
lemah pikirannya".

Dari berbagai rumusan tentang pengertian dan bentuk
vanprestasi sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Jjelas
bahwva seorang debitur dapat dituntut oleh kreditur apabila la
tidak melakukan prestasi sebagaimana yang telah
diperjanjikan. Namun demikian debitur tidak dapat dituntut
melakukan wanprestasi sepanjang debitur dapat membuktikan
bahwa hal 1itu terjadi diluar kesalahannya atau diluar
kekuasaannya. Tetapi sebaliknya debitur tetap dianggap
melakukan wanprestasi atau cidera janji apabila 1ia tidak
dapat membuktikan adanya overmacht (keadaan memaksa).

Dengan demikian nyata bahwa suatu perjanjian tidak dapat
dilaksanakan secara sempurna/sebagaimana mestinya disebabkan
karena overmacht (keadaan memaksa) dan kesengajaan serta
kelalaian si debitur.

Overmacht yaitu suatu keadaan yang tidak diduga-duga
yang dapat memaafkan kesalahan seorang debitur untuk

terhindar dari tanggung jawab menanggung akibat dan resiko

perjanjian. Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata memberikan
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kreditur karena alasan cvermacht bahwa

Pasal 1244 KUHPerdata :

"Jika ada alasan untuk 1itu, siberutang harus
dihukum untuk mengganti biaya, rugi dan bunga
apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak
atau tidak pada waktunya yang tepat dilaksanakannya
perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal vyang
tak terduga, pun tidak dapat dipertanggung jawabkan
padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidak
ada pada debitur.

Demikian pula pasal 1245 KUHPerdata berbunyi

"Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya,
apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran
suatu kejadian tak disengaja siberutang berhalangan
memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan,
atau 1lantaran hal-hal yang sama telah melakukan
perbuatan yang terlarang.

Bertitik tolak dari ketentuan diatas, M. Yahya Harahap,

(1982 :

83) mengemukakan bahwa :

"Kembali kita meneliti ketentuan pasal 1245 BW,
pada pasal ini ada 2 hal yang disebut dapat
menghalangi/merintangi pelaksanaan pemenuhan
prestasi :

- Overmacht, "keadaan memaksa'" atau keadaan yang
berada diluar kemampuan debitur.

- Toeval, yaitu kejadian yang "tiba-tiba" yang
tidak dapat diperhitungkan sebelumnya oleh
debitur".

Dengan demikian Jjelas bahwa, overmacht adalah suatu

alasan menurut hukum yang mengakibatkan kreditur tidak dapat

memaksa

debitur untuk memenuhi atau melaksanakan suatu

perjanjian. Dengan kata lain overmacht merupakan dasar bagi

debitur

untuk menghindar dari tuntutan Kkreditur dalam

melaksanakan kehendaknya.

Namun demikian bukan berarti kreditur sama sekali tidak




49

dapat menuntut debitur untuk me laksanakan kehendaknya

(prestasinya), karena Jjika debitur membuktikan adanya

keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan diatas, jelas debitur

tetap dlanggap bersalah. Selain alasan tersebut, dalam hukum
perdata overmacht dan force majeur dibagl dalam dua bentuk
yaltu :

1. Overmacht yang sifatnya mutlak, yaitu apabila prestasi
sama sekalli tidak dapat dilaksanakan oleh slapapun,
Artinya suatu keadaan dimana orang tidak dapat menghindari
keadaan diluar kemampuannya sebagai manusia.

2. Overmacht yang sifatnya tidak mutlak, yaitu pemenuhan
prestasi masih dimungkinkan, namun dengan pengorbanan yang
sangat besar dan tak seimbang.

Menurut hemat penulis bahwa apabila tidak diadakan
penelitian yang seksama tentang overmacht bisa menimbulkan
penyimpangan-penyimpangan terhadap tuntutan pemenuhan atau
pelaksanaan perjanjian. Dari uraian tersebut tadi, nampaknya
pelaksanaan perjanjian secara tidak sebagaimana mestinya.
Penulis 1lebih cenderung membicarakan masalah wanprestasi
dalam kaitannya dengan kedudukan debitur berdasarkan pendapat
yang dikutip dimuka. Kedudukan debitur berada dalam posisi
yang tidak menguntungkan dibandingkan kedudukan pihak
kreditur. Sebab overmacht, khususnya overmacht yang sifatnya
tidak mutlak seharusnya memerlukan penelitian yang seksama
dan obyektif terutama mempertimbangkan kepentingan kredilur

dan debitur untuk menilai mana overmachlL yang mutlak dan mana
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overmacht yang tidak mutlak. Dengan cara/prosedure demikian
itu, maka efektifitas dari penelitian yang dimaksud adalah

sarana untuk membuktikan ada tidaknya overmacht. Menurut
penulis, ini penting sekali diperhatikan oleh hakim dalam

memeriksa, mengadili perkara yang didasarkan pada

vanprestasi.

Palam hubungan 1ini, Tahir Tungadi, (1977/1978 : 50),
mengemukakan bahwa untuk memenuhi pembuktian adanya keadaan

memaksa itu harus mencakup tiga syarat penting, vaitu :

"1l. Adanya halangan untuk memenuhi kewajiban.

2. Tidak adanya kesalahan pada debilur.

3. Halangan tidak disebabkan oleh hal-hal yang
tidak termasuk resiko.

Uraian lebih lanjut tentang keadaan memaksa sebagai alat
bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya
overmacht, maka untuk menentukan suatu keadaan memaksa yang

tidak mutlak, Wirjono Prodjodikoro, (1981 : 57), mengemukakan

bahwa ada dua macam ukuran

"1l. Ukuran obyektif, yang mengenal keadaan pada
umumnya contoh, seorang A berjanji menyerahkan
sesuatu alat penerimaan radio kepada pihak
lain. Sebelum sempat menyerahkan barang itu, ia
kedatangan dua orang pencuri bersenjata untuk
mencuri radio itu dengan ancaman akan
menggunakan senjata, kalau A mau melawan. A
takut dan tidak menghalang-halangi para pencuri
mengambil radio tersebut. Pada umumnya dapat
dikatan bahwa setiap orang pantasnya adalah
takut seperti si A tersebut, maka ukuran
obyektif kini ada keadaan memaksa. Sebaliknya
kalau pencuri adalah sendirian saja dan tidak

bersenjata, maka dengan obyektif dapat
dikatakan bahwa tidak ada keadaan memaksa.
2. Ukuran subyektif, yang mengenai sifat

perseorangan dari orang tertentu. Misalnya
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kalau si A sendirl\ngi - dan mempunyai

kawvan serumah yang bersenjata pula, dan
meskipun si A menyerahkan saja radio itu kepada
dua orang pencuri maka dapat diragu-ragukan,
apakah ini adalah keadaan memaksa. Sebaliknya
kalau si A sudah terkenal sebagai seorang
penakut, adalah terlalu kalau 1ia menyerahkan
begitu saja radionya kepada seorang pencuri
yang sendirian dan tidak bersenjata. Maka
terang unsur subyektif ini tidak dapat

mempengaruhi anggapan bahwa tidak ada keadaan
memaksa itu".

Dari contoh yang dikemukakan oleh beliau diatas terang
bahwa faktor kejujuran dan kepatutan memegang peranan yang
sangat penting untuk menentukan ukuran-ukuran tersebut dalam
contoh diatas, namun demikian bisa timbul pertanyaan bahwa
bagaimana memastikan adanya wanprestasi atau dengan perkataan
lain sejak kapan adanya wanprestasi. Mengenali yang terakhir
ini tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak,
bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal disebutkan dalam
perjanjian yang telah dilewatkan.

Menurut penulis wanprestasi secara otomatis dianggap ada
pada saat debitur tidak melakukan perjanjian sebagaimana
mestinya. Tetapi didalam praktek hal itu tidak dianggap bahwa
vanprestasi secara otomatis telah ada/terjadi bersamaan
diketahuinya debitur telah melakukan wanprestasi.

Untuk mendapatkan kepastian mengenai upaya hukum dalam
prakteknya biasanya dilakukan oleh pihak kreditur yang
bersangkutan mengenal surat atau telex sebelum menempuh
prosedure hukum di pengadilan. Dalam hubungan ini perlu

diingat bahwa sifat dari pada sommasi ini bukan merupakan
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suatu hal yang menegaskan atau menyatakan bahwa tuntutan
demikian harus dilaksanakan seketika tetapi sommasi tersebut
hanya sekedar peringatan saja, yaltu agar debitur sadar dan

terdorong melakukan prestasi.

Dalam hubungan ini, A. Qirom Syamsuddin Meilala, (1966 :

27-28), mengemukakan bahwa :

"Jadi kalau hanya meminta pelaksanaan perikatan,
kreditur tidak perlu ingebrekke stelling, sebab
hanya terdapat pelaksanaan perjanjian pada
hakekatnya sudah terjalin perjanjian itu sendiri.
Kalau debitur tidak melakukan prestasi sama sekali,
maka ingebrekke stelling itu tidak perlu dan tidak
dapat dilakukan karena pada hakekatnya ingebrekke
stelling adalah upaya hukum untuk mendorong supaya
debitur melakukan prestasi. Sedangkan apabila
debitur tidak sama sekali melakukan prestasi baik
dalam pengertian obyektif maupun subyektif, maka
memaksa akan melakukan yang tidak akan terwujud
adalah perbuatan yang sia-sia. Ingebrekke stelling
adalah sangat tepat dilakukan apabila debitur
sangat lambat melakukan prestasi".

Jadi wupaya hukum sommasi (ingebrekke stelling) hanya
efektif dilakukan apabila debitur berada dalam keadaan dimana
ia melakukan prestasi tetapi terlambat. Dan sommasi tersebut
tidak berguna apabila memang pada kenyataannya debitur tidak
mau melakukan/melaksanakan keawajibannya secara baik dan
semestinya. Dengan demikian sommasi dilakukan bukan pada saat
kreditur menuntut ganti kerugian atau meminta agar perjanjian
dibatalkan, karena kalau kreditur menggunakan upaya hukum
tersebut menurut hemat penulis tidak tepat dan tidak berguna

karena resiko kerugian dari ingebrekke stelling terhadap
pembatalan perjanjian akan diderita oleh kreditur sendiri.

Jadi sommasi baru efektif apabila kreditur bertindak seksama
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memilih tuntutan wanprestasi terhadap debitur dalam hal
pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi, ongkos atau bunga
yang mempunyai akibat langsung terhadap adanya wanprestasi
sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1267 KUHPerdata yang

berbunyi sebagal berikut

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi
dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat
dilakukan akan memaksa pihak lain untuk memenuhi
persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan

persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian
dan bunga".

Bertitik tolak dari ketentuan pasal ini, jelaslah bahwva
dalam suatu perjaniian yang tidak dipenuhi oleh debitu
misalnya, kreditur mempunyai kebebasan memilih untuk menuntut
debitur melaksanakan perjanjian, pembatalan perjanjian
disertal ganti rugi, atau tambahan ganti rugi saja berupa

ongkos dan bunga.
4.2 Pelaksanaan Tuntuttan Wanprestasi

Wanprestasi dalam jual beli, maka faktor yang menjadi
perhatian wutama bagi kita ialah mengenai kelalaian atau
kesengajaan yang merupakan motifasi atau dasar untuk menuntut
debitur malaksanakan prestasinya secara baik. Faktor
kelalaian terjadi misalnya debitur tidak mengetahui adanya
kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi. Sedangkan
kesengajaan merupakan kebalikan dari kelalaian dimana
kesengajaan adalah perbuatan itu memang diketahui atau
dikehendaki oleh debitur. Kedua faktor yang erat hubungannya

dengan wanprestasi sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa
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faktor kesengajaan dan kelalalan menyebabkan timbulnya

wanprestas| atau menimbulkan akibat suatu perjanjian

terhalang dilaksanakan.

Hal yang dapat dituntut oleh kreditur kepada
debitur yang lalai atau wanprestasi antara lain :
1. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian meskipun

pelaksanaannya sudah terlambat.

2. Kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja yaitu
kerugian yang dideritanya karena perjanjlan yang mereka
buat tidak atau terlambat dilaksanakan atau dilaksanakan
tetapi tidak sebagaimana mestinya.

3. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai
dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai
akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.

4. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban
timbal balik, kelalaian suatu pihak memberikan hak kepada
pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya
perjanjian dibatalkan disertai permintaan ganti kerugian.

5. Pembatalan disertai tuntutan ganti rugi dan bunga.

Dalam praktek, khususnya pada perjanjian jual beli tidak
hanya debitur yang dapat melakukan wanprestasi tapi secring
pura kreditur tidak memenuhi janjinya/kewajibannya. Hal itu
mudah dimengerti karena biasanya dalam praktek sulit
menentukan dengan pasti kapan adanya wanprestasi dan siapa

sebenarnya yang melakukan wanprestasi. Dengan demikian
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kreditur dapat dikatakan lalai atau tidak memenuhi Jjanjinya,
misalnya kreditur terlambat menyerahkan barangnya kepada
debitur atas barang yang telah dibayar. Dan ada pula bentuk
lain dimana kreditur dapat dikatakan lalai/wanprestasi, yaiut
apablla ia menyerahkan kepada debitur suatu barang kemudian
ternyata cacat.

Untuk 1lebih Jjelasnya mengenai tuntutan vanprestasi
tersebut ada baiknya dipaparkan disini data tentang Jjumlah
user (debitur) Perum Perumnas Lompoe Pare Pare yang
vanprestasi, juga mengenai data pelaksanaan tuntutan
vanprestasi serta data mengenai tindakan yang diambil oleh
Perum Perumnas terhadap user (debitur) yang lalai
(wanprestasi).

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah debitur vyang telah
mengambil atau mengadakan perjanjian dengan pihak Perum
Perumnas Lompoe Pare Pare sebanyak 30% dari kebutuhan
masyarakat. Dan pada tahun 1989-1990 pihak Perum Perumnas
membangun perumahan 91 unit, masing-masing tipe 36 sebanyak
12 unit dan tipe 21 sebanyak 79 unit. Jadi apabila dilihat
dari sudut pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Perum
Perumnas dapat dikatakan belum dapat mencukupi kebutuhan
masyarakat.

Dari keseluruhan wunit vyang telah dibuat oleh Perum
Perumnas Jjumlah wuser (debitur) vyang tidak melaksanakan
kewvajibannya atau wanprestasi tidak dapat disebutkan secara

pasti. Hal ini disebabkan karena pihak Perum Perumnas hingga
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saat ini belum mengambil tindakan yang lebih Jjauh terhadap
debitur., Namun demikian dari prosentasenya diketahui bahva
jumlah debitur yang melakukan wanprestasi sebanyak 6% dari
jumlah kleseluruhan debitur vyang mengambil perumahan.
Prosentase 1ini didapatkan dari jumlah kebutuhan masyarakat
yang telah dipenuhi oleh pihak Perum Perumnas. Dan dari
jumlah tersebut diketahui bahwa dari 30% kebutuhan masyarakat
akan perumahan, 6% diantaranya melakukan wanprestasi.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur, menurut
Perum Perumnas Lompoe Pare Pare jumlah debitur yang melakukan
wanprestasi sebanyak 6% dari jumlah yang telah dilayani oleh
pihak Perum Perumnas.

Perum Perumnas hanya mengenakan sanksi berupa
penggantian kerugian yakni biaya tambahan yang harus
dikeluarkan oleh pihak debitur, dan 1inipun tidak terlalu
memberatkan bagi pihak debitur. Sehingga pihak kreditur tetap
meminta pelaksanaan perjanjian, sekalipun pelaksanaannya
sudah terlabat., Sedangkan pembatalan perjanjian oleh pihak
kreditur terhadap pihak debitur belum pernah terlaksana pada
Perum Perumnas Lompoe di Kotamadya Pare Pare.

Demikian pula tindakan-tindakan vyang dilakukan oleh
pihak kreditur terhadap debitur hanya berupa tindakan yang
masih dapat ditolerir atau dengan kata lain tidak terlalu
memberatkan bagi debitur sehingga pelaksanaan perjanjiian
masih tetap dilaksanakan sekalipun pihak debitur harus

membayar denda-denda yang menjadi ketetapan dalam perjanian



41

terseLut.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kreditur
jika kita lihat secara sepintas boleh dikatakan tidak terlalu
berat atau masih ringan. Hal ini disebabkan oleh karena pihak
kreditur melihat dari beberapa faktor tertentu seperti
keadaan ekonomi pihak debitur.

Pasal 1504 KUHPerdata melindungi pihak debitur untuk
tidak melaksanakan perjanjian jika kreditur ternyata menjual
barang kepada pembeli yang ternyata barang tersebut cacat.
Karena menurut pasal ini kreditur wajib menanggung terhadap
cacat tersembunyi‘pada barang yang dijualnya kecuali terhadap
barang yang cacat kelihatan sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 1505 KUHPerdata yang menegaskan bahwa sipenjual tidak
bertangqung Jjawab atas adanya cacat yang kelihatan dan yang
dapat diketahui sendiri oleh pihak pembeli.

Dengan demikian kalau misalnya pihak debitur ingin
menegur atau menggugat Kreditur mengenal suatu barang yang
dibelinya yang mengandung cacat tersembunyi, maka ia dapat
memilih beberapa alternatif sebagai berikut :

1. Gugatannya dapat membatalkan perjaniian disertai
pengembalian uang harga pembelian.

2. Gugatannya bertujuan untuk membatalkan perjanjian disertail
penggantian kerugian.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, (1985 : 36), menyatakan

"Bahwasanya bagi sipenjual ada kemungkinan untuk
ditegur dan dituntut untuk perihal cacat
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tersembunyi dari béranq yang dijual, adalah hal
yang bersltal mengancam sipenjudal dan maka dari itu
agak berat rasanya baginya. Sekiranya berhubung
dengan 1inilah, maka BW dalam pasal 1511 membatasi
kemungkinan menegur sipenjual itu sampai waktu yang
agak pendek. Tetapi oleh pasal ini tidak disebutkan
lamanya waktu itu digantungkan pada sitat dari
cacat yang bersangkutan dan pada adal kebiasaan
ditempat terjadi jual beli".

Jadi untuk menetukan tenggang waktu mengajukan teguran
atau tuntutan dari pihak pembeli, menurut hemat penulis
tergantung dari keputusan hakim. Artinya hakim menentukan
batas waktu pihak debitur menegur/menuntut kreditur. Hal ini
didasarkan pada suatu asas hukum mengenai penemuan hukum oleh
hakim. Sebab kalau terlalu dititik beratkan pada faktor
keblasaan tergantung pada sifat dari cacat barang yang
bersangkutan akan menimbulkan penafsiran yang terlalu luas
dan tidak pasti. Jadi wewenang hakim untuk menentukan
tenggang waktu berdasarkan keadaan-keadaan dari kedua belah
pihak adalah suatu tindakan yang adil dan memuaskan. Hal ini
sesuai dengan maksud pasal 1511 KUHPerdata yang menghendaki
diadakannya batas tenggang waktu yang tidak berdasarkan pada
semua keadaan yang akan mengakibatkan keadaan yang berlarut-
larut,

Kreditur berhak menuntut pelaksanaan prestasi kepada
debitur karena wanprestasi, kecuali karena overmacht. Dalam
keadaan overmacht debitur tidak dapat dipaksakan oleh
kreditur untuk melaksanakan atau untuk menuntut pemenuhan

prestasi dengan syarat apabila debitur mampu atau dapat

membuktikan adanya overmacht tersebut.
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Dilain pihak pelaksanaan tuntutan wanprestasi pada asas
timbal balik dalam suatu perjanjian dimana kreditur dan
debitur harus sama-sama melakukan kevajibannya untuk
melaksanakan perjanjian. Namun demikian dapat terjadi hal
yang sebaliknya, yaitu pihak kreditur dapat melakukan atas
tuntutan debitur, misalnya tuntutan membayar ganti rugi
karena kreditur melakukan wanprestasi, yaitu exepcio non
adimpleti contractus ini menurut Subekti, (1979 : 57), adalah
sidebitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi
itu mengajukan di depan hakim bahwa kreditur sendiri Jjuga
tidak menepati janjinya.

Dengan demikian nyatalah alasan exepcio non adimpleti
contractus tersebut merupakan sarana yang penting bagi
debitur untuk mengajukan pembelaan akibat ia dituduh lalai.

Berkenaan dengan pelaksanaan prestasi maka setiap
perjanjian, terutama perjaniian jual beli selalu disertai
dengan unsur paksaan. Unsur paksaan ini dapat dilakukan
melalui pengadilan. Karena suatu perjanijian
perdata (civiele verbintenis) yang dilaksanakan dengan dasar
paksaan hakim akan menggunakan prosedure hukum yang dialur
dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk mewujudkan isi
perjanjian.

Pelaksanaan suatu perjanjian dengan paksa dapat Lerjadi
apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya secara
sukarela. Dan kreditur berhak untuk memaksakan pelaksanaan

atau pemenuhan prestasi dari debitur melalui prentaraan
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hakim.

Kekuasaan kreditur untuk memaksakan debitur memenuhi
prestasinya secara balk sesuai isil perjanjian yang dibuatnya,
tentu saja hanya mengenai hal-hal yang mungkin dapat
dilakukan. Jadi pelaksanaan tuntutan kreditur terhadap
debitur karena wanprestasi hanya terhadap hal-hal yang
mungkin saja. Artinya sepanjang hal-hal yang telah ditentukan
sebagal kewajiban debitur, misalnya dengan ganti Kkerugian
saja atau dengan ongkos dan bunga uang.

Pelaksanaan tuntutan wanprestasi oleh kreditur terhadap
debitur sebagaimana diatur dalam pasal 1267 KUHPerdata bahwa:

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi
dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat
dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk
memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut

pembatalan persetujuan disertai penggantian Dbiaya,
kerugian dan bunga".

Dengan berpedoman pada ketentuan pasal tersebut diatas
nyata bahwa pelaksanaan tuntutan wanprestasi oleh debitur
dapat berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan
singkat dinamakan gantli rugi.

2. Pembatalan perjanjian atau Jjuga dinamakan pemecahan
perjanjian.

3. Peralihan resiko.

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan

hakim.

Bertepatan dengan tuntutan wanprestasi, maka kewajiban
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mengenal ganti kerugian, dalam prakt i?{igébjseca;a otomatis

didasarkan pada saat adanya kelalaia;fﬂoasar hukum terhadap

hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1243 KUHPerdata bahwa

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya

suatu perlikan, barulah dimulal diwajibkan, apabila siberutang

dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya
atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuat dalam tenggang
vaktu yang telah dilampaulnya.

Jadi berdasarkan ketentuan diatas, maka adanya kewajiban
mengganti kerugian akibat darl wanprestasi, pelaksanaannya
harus memenuhi 2 syarat yaitu :

1. Debitur berada dalam keadaan lalai.

2. Setelah 1lewat jangka waktu yang telah ditentukan atau
keadaan dimana debitur berada dalam ingebrekke stelling
(peringatan).

Sebelum pihak debitur dinyatakan berada dalam keadaan
lalai seharusnya disampaikan terlebih dahulu suatu
pemberitahuan/peringatan atau tequran kepada debitur, bahwa
pihak debitur telah lalai melakukan kewajibannya, yaitu tidak
melaksanakan perjanjian dengan baik. Supaya tidak berlarut-
larut sebaiknya Jjangka waktu mengajukan pemberitahuan dan
tequran harus ditentukan secara tegas sesuail keadaan-keadaan
yang lasim.

Jika berpatokan pada pasal 1234 KUHPerdata vyang tldak

menyebutkan secara tegas kapan kreditur mengajukan

pemberitahuan atau teguran kepada debitur yang telah Dberada
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dalam keadaan wvanprestasi. Dalam pasal ini hanya menyebutkan
bahwa tenggang waktu setelak perjanjian itu dilewvati.

Dengan demikian, wuntuk mencegah keadaan yang tidak
menguntungkan ini, menurut hemat penulis hendaknya batas
tenggang waktu untuk menyampaikan pemberitahuan atau Leguran
ditetapkan secara tegas dalam perjanjian.

Suatu hal yang penting diperhatikan berkenaan dengan
pelaksanaan tuntutan wanprestasi ialah cara bagaimana
pernyataan lalai 1{itu dilakukan. Berdasarkan pasal 1238
KUHPerdata maka pernyataan lalai dinyatakan dengan surat
perintah atau akta lain yang sejenis. Atau dapat juga
dilakukan berdasarkan kekuatan perjanjian 1itu sendiri.
Misalnya dalam perjanjian ditentukan manakala debitur

melevati batas waktu yang diperjanjikan maka debitur telah

dlanggap lalal.

Dari wuralan-uraian diatas dapat diketahul mengenal
levatnya jangka waktu dimana pihak kreditur hanya memberikan
peringatan pada pihak debitur. Demikian pula halnya dengan
pihak Perum Perumnas Lompoe Pare Pare dalam memberikan
peringatan kepada pihak debitur yang dapat dinyatakan lalai.
4.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan disebabkan
karena keadaan memaksa (overmacht) dan vanprestasi.

Perjanjlan yang tidak dapat dilaksanakan karena kedua hal

tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Misalnya,

Terhadap perjanjian yang tidak dilaksanakan karena overmacht
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menimbulkan konsekuensi hukum yaitu kreditur tidak dapat
meminta pemenuhan prestasi ata debitur tidak dapat dinyatakan
lalai sehingga ia tidak wajib membayar ganti rugi.

Untuk mengetahui akibat hukum vanprestasi perlu
diperhatika faktor-faktor yang mengakibatkan suatu perjanjian
tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut penulis pada hakekatnya wanprestasi timbul

disebabkan oleh dua faktor, yaitu

1. Kesengajaan,yaitu perbuatan yang diketahui dan dikehendaki
oleh debitur.
2. Kelalaian, yaitu suatu perbuatan yang tidak diketahui oleh
debitur terhadap kemungkinan bahwa akibat itu akan timbul.
Kedua hambatan tersebut diatas menimbulkan akibat hukum
yang berbeda, vyaitu suatu perjanjian vyang tidak dapat
dilaksanakan dengan baik karena adanya kesengajaan dari pihak
debitur maka akibatnya yang timbul adalah lebih banyak
mengganti atau membayar kerugian dari pada karena kelalaian.
Untuk memecahkan hal ini, Jjika wanprestasi menimbulkan
kerugian kepada pihak kreditur, maka pihak debitur berhak
mengganti kerugian yang timbul akbat wanprestasi, tetapi yang
harus diperhatikan sehubungan dengan masalah ini, vyaitu
hubungan sebab akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang
timbul. Hubungan sebab akibat yang dimaksud menurut hemat
penulis penting dan pantas diperhatikan untuk menghindari
penyimpangan-penyimpangan yang bisa terjadi berkenaan dengan

tuntutan wanprestasi pada perjanjian jual beli. Sebab,
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manakala kreditur menuntut debitur ganti kerugian Kkarena
vanprestasi, maka tunututan wanprestasi tersebut tidak dapat
dipisahkan dengn perbandingan keadaan (kenyataan) yang tidak
dilakukan oleh debitur, artinya besarnya ganti kerugian yang
akan dituntut oleh kreditur karena debitur melakukan
vanprestasi harus disesuaikan dengan jumlah kéruqian yang
pantas sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang
diperjanjikan atau disesuaikan dengan ganti kerugian yang
sebanding dengan kerugian nyata yang diderita oleh kreditur.

Tuntutan kreditur untuk mengganti kerugian karena
vanprestasi merupakan akibat hukum wanprestasi yang cukup
banyak timbul dalam masyarakat. Tuntutan ganti rugi demikian.
kreditur 1lebih mengharapkan banyak keuntungan dan ia akan
terhindar dari risiko yang mungkin timbul dengan tuntutan
pelaksanaan perjaniian atau pembatalan perjanjian.

Karena wanprestasi, kreditur berhak menuntut kerugian
yaltu berupa biaya, rugi dan bunga.

Menurut Subekti, (1980 : 47), menyatakan bahwva :
"Yang dimaksud dengan biaya, ialah segala
pengeluaran altau perongkosan yang nydala -nyata sudah
dikeluarkan oleh satu pihak. Misalnya jika seorang
sutradara mengeluarkan suatu perjanjian dengan
seorang pemain sandiwara untuk mengadakan suatu
pertunjukan, dan pemain kemudian tidak datang
sehingga pertunjukan terpaksa dibatalkan, maka yang

termasuk biya ongkos cetak iklan, sewa gedung, sewa
kursi dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan rugi ialah kerugian karena
kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang
diakibatkan oleh kelalaian sidebitur. Misalnya
dalam jual beli sapi. Kalau sapi yang dibelinya itu
mengandung suatu penyakit yang dapat menular pada
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sapi-sapi 1lainnya milik sipembeli, sehingga sapi-
sapi itu mati karena penyakit tersebut.

Yang dimaksud dengan bunga ialah kerugian yang
berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan
atau dihitung oleh kreditur, misalnya dalam hal
jual beli barang, 3Jjika barang tersebut sudah

mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga
pembeliannya".

Jadi tuntutan kreditur mengenai ganti kerugian karena
debitur wanprestasi, misalnya mengenai biaya, bunga harus
berupa kerugian akibat langsung oleh wanprestasi. Demikian
pula mengenai keuntungan yang akan diperoleh seandainya
perjanjian dipenuhi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1248
KUHPerdata.

Setiap perjanjian yang telah dibuat dan berlaku sah pada
hakekatnya menentukan untuk berbuat sesuatu, dan manakala
salah satu pihak melanggar isi perjanjian itu atau berbuat
tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, maka akibat
dari pelanggaran tersebut adalah merupakan kewajiban hukum
oleh pihak yang telah dinyatakan lalai, sebab kalau tidak
terlebih dahulu debitur belum dapat menuntut ganti rugi
dimuka pengadilan atas dasar wanprestasi. Alasan ini
didasarkan pada pasal 1244 KUHPerdata bahwa debitur dihukum
untuk mengganti kerugian termasuk rugi, biaya dan bunga Jjika
debitur tidak dapat membuktikan bahwa kelalaian itu
disebabkan karena keadaan memaksa.

Berpatokan pada hal tersebut diatas, menimbulkan
konsekuensi bahwa debitur masih mempunyai kesempatan untuk

melakukan prestasinya sebelum ditequr oleh kreditur, dengan




demikian menurut hemat penulis akan menimbulkan keadaan yang

tidak pasti dan tidak adil karena selama debitur masih
menunda waktu, maka kreditur tidak dapat menuntut pengganti
kerugian terhadap kerugian-kerugian yang timbul karena
vanprestasi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1243
KUHPerdata.

Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, (1980 : 16)
"Sebaliknya sarjana-sarjana yang lain dan inipun
tepat pula menunjukkan adanya ketidak adilan, yakni
bahwa debitur, selama kreditur diam saja dan belum
mulai mengugat, akan berada dalam keadaan yang
tidak pasti, dan keadaan ini oleh debitur harus
dapat dihentikan dengan jalan melakukan prestasinya
(sebelum kreditur masih belum mengajukan gugatan
pemutusan, perjanjian terhadapnya dan prestasi

tersebut masih ada artinya Kkreditur). Tetapi

debitur yang dengan Jjalan untuk menyanggupkan
penggantian atas keruglan-kerugian yang sementara
itu disebabkan karena kelalaiannya kreditur".

Dari pendapat tersebut diatas, memang masih mungkin
debitur melakukan prestasinya sepanjang kreditur belum
menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan -perjanjian
disertai ganti rugi dipengadilan. Selain itu, syarat yang
harus diperhatikan mengenai diberikannya kesempatan bagi
debitur untuk melakukan prestasinya itu tidak akan merugikan
plhak kreditur sebab kalau syarat tersebut tidak dipenuhi,
maka akibatnya akan terj;di penyimpangan terhadap pelaksanaan
perjanajian.

Akibat hukum wanprestasi yang diatur dalam KUHPerdata
nampaknya tidak dijumpai pengaturannya secara sistematis.

Namun apabila dikajl secara mendalam uraian penulis tersebut
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diatas, dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat dari
akibat wanprestasi meliputi antara lain sebagai berikut

1. Pelaksanaan perjanjian tanpa penggantian kerugian.

2. Pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian.

3. Ganti kerugian saja.

4. Pembatalan perjanjian.

5. Pembatalan ditambah ganti rugi.




BAB V

TINJAUAN SEKILAS PADA PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH PERUMNAS
LOMPOE PARE PARE

Pada dasarnya hukum perjanjian memberikan iebebasan
yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan
perjanjian, baik mengenai isi maupun bentuknya asal tidak
bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan
kepatutan maupun dengan ketentuan undang-undang.

Perjaniian jual beli rumah Perum Perumnas adalah
merupakan suatu variasi dari perjanjian itu pada umumnya.
Maka dengan perjanjian jual beli rumah perumnas, seperti yang
banyak berlangsung sekarang ini, dengan adanya kebebasan
untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibual maka nampak
bahwa pihak perumnas telah membuat pula peraturan-peraturan
tersendiri mengenai isi dan bentuk perjanjian yang mengatur
tentang pemilikan rumah perumnas dengan cara jual beli.

Dari sekian banyak peraturan-peraturan yang mengatur
tentang cara pemilikan rumah perumnas tersebut, penulis akan
membahas hanya beberapa hal pokok yang menyangkut isi
perjanjian Jjual beli yang terjadi dalam rangka pemilikan
rumah perumnas di Kotamadya Pare Pare yang dibuat oleh pihak
perumnas.

Adapun hal-hal pokok yang penulis akan bahas adalah
menyangkut :

1. Hak dan kewajiban pembeli

92
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2. Beralihnya hak atas rumah dan tanah
3. Risiko perubahan dan penambahan bangunan.

Ketiga hal tersebut, penulis sengaja akan mengetengahkan
secara khusus dalam skripsi ini karena terlihat dari ketiga
pokok tersebut terdapat beberapa masalah hukum yang perlu
dipecahkan untuk kemudian ditempatkan pada proporsi yang
sebenarnya.

Pada dasarnya apa yang tercantum dalam ketiga hal pokok
tersebut diatas merupakan hasil yang disesuaikan dari bentuk
perjanjian standart (contract standard). Namun demikian
karena adanya peembatasan dari pembuatan perjanjian itu
sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan dan kepatutan, walaupun dengan ketentuan undang-
undang yang ada dan berlaku, maka sudah barang tentu perihal
mengenai syarat-syarat dan isi perjanjian 1itu seharusnya
tidak boleh memberatkan salah satu pihak saja, dengan kata
lain harus mempunyai keseimbangan dalam beberapa hal
tertentu.

Oleh karena itu dalam pembahasan berikut, penulis akan
membicarakan point-point tersebut dalam kaitannya dengan
kepastian hukum maupun untuk terciptanya suatu perjanjian
jual beli yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kepatutan dan kesusilaan maupun ketentuan undang-undang yang

berlaku.
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5.1 Hak dan kewajiban Penjual dan Pembeli

Dalam membicarakan masalah hak dan kewajiban dari
penjual ini penulis akan bertitik tolak dari hak dan
kewajiban penjual yang terdapat dalam akad perjanjian Jjual
bell atas rumah perumnas itu sendiri. Dari ketentuan-
ketentuan hak dan kewajiban tersebut, kemudian penulis
mengkaitkan dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku,
apakah telah sesuai dengan pertimbangan yang wajar dalam arti
tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan,
kepatutan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Penulis hanya akan membahas masalah hak dan kewajiban
pembeli semata. Hal ini disebabkan adanya pemikiran vyang

me landasi penulis untuk mempersoalkan tentang hak dan
kevajiban khusus dari pihak pembeli itu sendiri. Landasan
pemikiran yang mendorong penulis sehingga hanya
mengetengahkan masalah hak dan kewajiban ini, oleh karena
depelover (pembangun) dalam hal ini perumnas sebagai pemilik
rumah dan atau BTN (Bank Tabungan Negara) sebagai pihak yang
menyelenggarakan atau menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) yang telah membuat perjanjian tersebut tanpa mengikut
sertakan pihak debitur (pembeli). Hal 1ini Jjelas, dengan
adanya pembuatan perjanjian oleh pihak perumnas maupun BTN
(Bank Tabungan Negara) secara seplihak akan menimbulkan
konsekuensi, terutama bagi pihak pembeli dimana pihak ini
hanya tinggal menyetujuinya saja dengan membubuhi Landa

tangan sebagai tanda persetujuan dari perjanjian yang dibuat
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oleh kreditur.

Dengan adanya ketentuan yang dibuat secara sepihak itu,
jelas sudah menyalahi aturan dalam soal perjanjian yang
berbentuk timbal balik itu sendiri. Oleh karena dalam soal
terjadinya perjanjian Jjual beli atas rumah perumnas ini
terjadi dua kali perjanjian yang dilakukan oleh pihak
perumnas dan pihak BTN, maka dalam menguraikan soal hak dan
kewajiban pembeli, penulis akan berpatokan pada kedua
perjanjian itu sendiri.

Dalam akte perjanjian Jjual beli rumah dan izin
penggunaan atas rumah yang dibuat dihadapan notaris antara
pihak perumnas dengan pihak pembeli nampak dalam akad
perjanjian tersebut telah ditentukan tentang hak-hak dan
kewvajiban pembeli. Adapun hak-hak dan kewvajiban pembeli
adalah sebagai berikut :

1. Menerima rumah yang dibeli itu setelah akte perjanijian
ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

2. Dengan menerima rumah yang dibeli itu, maka rumah menjadi
milik pembeli, segala keuntungan dan kerugian serta risiko
menjadi tanggungan pembeli.

3. Memperoleh izin bangunan dan sertifikat hak guna bangunan.

4. Kewajiban memelihara lingkungan perumahan.

5. Tanggungan untuk membayar pajak.

6. Perpanjangan hak sewa bangunan atas tanggungangan pembelil.

7. Wajib menempati rumah dan tanah yang dibelinya untuk

tempat tinggal diri sendiri beserta keluarga serta




mentaati peraturan-peraturan yang berlaku mengenali
penggunaannya.

8. Ahli waris diberikan vewenang untuk menggantikan hak dan

kewajiban pembeli kecuali ada wasiat tersendiri dari pihak
pembeli dan segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan

pemindahan hak milik dan kewajiban menjadi tanggung jawab

ahli wvarisnya.

Kalau kita melihat keseimbangan hak dan kewajiban
tersebut diatas, maka jelas bahwa dengan adanya kewajiban-
kevajiban tertentu yang tercantum dalam akad perjanjian
tersebut nyata bahwa perjanjian yang telah dibuat adalah
perjanjian jual beli rumah.

Pembuktian mengenai hal ini kita temukan dalam beberapa
hal sebagai berikut :

- Hak dan kewajiban pembeli bahwa, pembeli menerima rumah
yang dibeli, maka rumah menjadi milik dan hak pembeli,
segala keuntungan dan kerugian serta risiko menjadi
tanggung jawab pembeli hal ini sesuai dengan ketentuan
pasal dua (2) akad perjanjian (lihat lampiran 1).

Dengan ketentuan bahwa - hak dan kewajiban ini labir
dengan terjadinya perjanjian, maka otomatis hak milik sudah
berpindah walaupun pembayaran belum dilaksanakan dan dengan
demikian segala keuntungan dan keruglan serta risiko menjadi
tanggung 3jawa pembeli. Dari ketentuan ini dapat ditarik
kesimpulan bahwa perjanjian yang terjadi antara Perum

Perumnas dengan user adalah perjanjian sewa beli rumah.
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Hak pihak pembeli akan mendapatkan perlindungan

hukum
dari pihak penjual dari gangguan pihak ketiga. dalam
ketentuan jual beli memang telah ditegaskan bahwa vyang

menjadi kewajiban pihak penjual terhadap pihak pembeli adalah

untuk menjamin dua hal yaitu :

1. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan

tentram.

2. Menjamin terhadap adanya cacat barang tersebut yang
tersembunyi .

Dalam perkara perdata, dimana pembeli digugat oleh
seorang pihak ketiga yang membantah hak penjual atas baraang
yang dibelinya itu, pembeli dapat meminta kembali kepada
pengadilan supaya penjual dihadapkan didepan pengadilan
sebagai pihak yang diikut sertakan dalam proses itu.

Disamping itu penjual diwajibkan menanggung cacat yang
tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang
ftu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau
mengurangi pemakaian barang yang dibeli itu, sehingga
seandainya pembeli mengetahui cacat tersebut, ia sama sekali
tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya
selain dengan harga yang rendah. Penjual tidak diwajibkan
menanggung cacat-cacat yang kelihatan, ini memang sudah
sepantasnya, kalau cacat itu kelihatan dapat dianggap bahwa
pembeli menerima adanya cacat tersebut. Dan sudah barang
tentu harga barang tersebut disesuaikan dengan adanya cacat-

cacat yang dimaksud.




58

Penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat
tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui tentang
adanya cacat itu, kecuali jika telah diperjanjikan sebelumnya
bahwva la tidak diwvajibkan menanggung sesuatu apapun.
Bila mana kita perhatikan pada akta perjanjian tersebut
diatas (lihat Lampiran I) maka jelas masalh tersebut semuanya
telah diperjanjikan,

Menurut Subekti, (1979 : 13) hukum perjanjian yaitu
"Memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi
apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum
dan kesusilaan".

Ketentuan yang diatur dalam buku III KUHPerdata vyang
mengatur tentang perjanjlan yakni kedua belah pihak
diperbolehkan dengan janji khusus memperluas atau mengurangi
kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang
sebagaimana yang disebutkan diatas, bahwa mereka
diperbolehkan mengadakan perjanjian, bahwa penjual tidak akan
diwajibkan menanggung sesuatu apapun, namun ini ada
pembatasannya sebagai berikut :

1, Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan
menanggung sesuatu apapun, namun ia tetap bertanggung
jawab tentang suatu akibat dari suatu perbuatan yang telah
dilakukannya. Segala persetujuan yang bertentangan dengan
ini adalah batal, hal ini disesuaikan dengan ketentuan

pasal 1494 KUHPerdata.

2. Penjual, dalam hal adanya janji yang sama Jjika terjadi
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suatu penghukuman terhadap penjual untuk menjualkan
barangnya kepada orang lain, divajibkan mengembalikan
harga pembelian, kecuali apabila pembeli pada waktu
pembelian dilakukan mengetahui tentang adanya putusan
hakim untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu atau
jika la telah membeli barang tadi denga pernyataan tegas
akan memikul sendiri untung ruginya, hal ini sesuai dengan
ketentuan pasal 1495 KUHPerdata.

Pari wuraian diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwva
perjanjlan pemilikan rumah Perum Perumnas itu, merupakan
suatu perjanjian jual beli.

Dari uraian diatas, maka kalau diteliti tentang hak dan
kewajiban pembeli, memang benar bahwa adanya dasar perjanjian
yang telah dibuat antara pihak pembeli dengan pihak Perum
Perumnas adalah perjanjian jual Dbeli. Namun bilamana
dikaitkan dengan beberapa ketentuan larangan yang tercantum
dalam akad perjanjian itu (lihat lampiran I), nampak bahwa
pada dasarnya perjanjian tersebut lebih cocok dikategorikan
perjanjian jual beli.

Apabila memperhatikan tentang hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang terdapat dalam perjanjian Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) antara Bank Tabungan Negara (BTN) dengan pihak
masyarakat sebagai pembeli, maka akan terlihat beberapa
kewajiban vyang sangat memberatkan warga masyarakat. Namun
seperti penulis telah wuraikan sebelumnya bahwa pembeli

mener ima saja karena pembeli berada pada pihak yang
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membutuhkan, sehingga pihak bank secara sepihak menentukan

isl dan bentuk perjanjlannya. Dalam istilah lainnya disebut

kontrak standard. Adapun hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang
terdapat dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini
adalah sebagai berikut :

1. Jumlah kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada
debitur hanya digunakan untuk membeli rumah berikut
tanahnya guna dimilik dan dihuni sendiri oleh debitur.

2. Debitur menjamin rumah dan tanah yang disebutkan dalam
perjanjian, hal ini guna menjamin lebih Jjauh pembayaran
segala sesuatu baik pokok kredit, bunga dan biaya-biya
lainnya, wuntuk itu ia harus menyerahkan semua surat dan
dokumen apapun yang ada serta sah dan membuktikan
pemilikan atas harta yang dijamin yaitu rumah Dbeserta
tanahnya.

3. Memberikan bantuan kepada pihak bank untuk melaksanakan
pengikatan Jjaminan kredit menururt cara dan pada saat
dianggap baik oleh bank dan memberi kuasa kepada bank
untuk menutup pertanggungan (asuransi).

4, Menangqung semua biaya yang diperlukan dalam pengikatan
barang akan barang jaminan yang dipertangungkan (asuransi)
dan membayar kepada bank sejumlah uang menurut ketetapan
bank.

5. Berhak unéuk menempati rumah yang dibeli serta dijaminkan
kredit dan dianggap telah mengetahui dan mener ima

sepenuhnya keadaan yang ditemukan, sehingga apabila
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dikemudian hari ternyata ada cacat atau kekurangan apapun

termasuk cacat tersembunyi, maka hal ini semata-mata
menjadi tanggungan debitur sendiri.

6. Debitur mempunyai kewajiban untuk :

- Menempati rumah secara layak dan memeliharanya dengan

baik dengan biaya sendiri.

- Memperbaiki atas beban sendiri segala kerusakan yang
terjadi dan membayar PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan )
maupun pungutan-pungutan lain dari yang berwajib.

7. Dan lain-lain hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada
pada perjanjian.

Kalau memperhatikan 1isi perjanjian Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) tersebut diatas, maka penulis mengambil
kesimpulan bahva disamping mengatur tentang perjanjian Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) Jjuga dalam perjanjian itu sendiri
mengatur tentang hal-hal yang diatur dalam perjanjian Jjual
beli rumah sekaligus. Dengan demikian perjanjian kredit
pemilikan rumah merupakan perjanjian yang bersifat campur

baur (sui ganeris).

Dengan memperhatikan perjanjian kredit pemilikan rumah
ini, maka menurut penulis seharusnya tidak perlu pihak Bank
Tabungan Negara (BTN) mengatur masalah rumah yang akan dijual

itu, cukup diberikan pada pihak Perum Perumnas saja. Hal ini
penting guna menghindari tumpang tindih yang terjadi antara

penjual dan pembeli maupun dengan pihak bank, bahkan oleh
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sebahagian penghuni rumah Perum Perumnas telah mengatakan
kepada penulius (hasil wavancara) tanggal 19 September 1990
bahwa mereka merasa. bingung dengan adanya dua bentuk
perjanjian yang hampir sama, baik dari pihak Perum Perumnas
maupun dari pihak Bank Tabungan Negara BTN). Bahkan merekan
menghimbau agar pihak Perum Perumnas saja yang membuat
perjanjian Jjual belinya sedang Bank Tabungan Negara (BTN)
cukup membuat perjanjian kredit pemilikan rumag saja.

Seruan penghuni Perum Perumnas Penting sebab walaupun
isi perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) instansi yang
berbeda, satu sama lainnya sama yaitu tertuju pada pemilikan
atas rumah Perum Perumnas, tetapi ada juga perbedaannya. Hal
yang demikian ini dapat mengakibatkan pihak penghuni akan
merasa bingung, karena mana yang harus mereka ikuti dan
laksanakan, padahal kedua peraturan {itu mengikat mereka.
Kalau mereka laksanakan kedua perjanjian tersebut, maka akan
timbul suatu pertentangan, disatu pihak memperbolehkan dan
dilain pihak melarang. Hal ini misalnya ada ketentuan yang
sama mengenai suvatu larangan bagi debitur wuntuk merubah
bangunan, membebani suatu utang menyewakan dan sebagainya.

Bila ualperhatikan kedua ketentuan tersebut, maka akan
nampak bahwa pada perjanjian kredit pemilikan rumah Ltidak
ditentukan kapan berakhirnya larangan tersebut sedang dilain
pihak pada perjanjian jual beli rumah perumnas terdapat suatu
tenggang waktu terhadap larangan itu. Disamping itu kelihatan

pula pada perjanjian jual beli rumah Perum Perumnas, tanah
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hanya diberikan sebagai hak guna banqunan sedangkan pada
perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Bank Tabungan
Negara (BTN) tanah diperuntukkan bagi hak milik, oleh karena
itu memang sebaiknya diadakan pembatasan perihal mengenai isi
yang harus dicantumkan dalam perjanjian yang dibuat tersebut
diatas. Dan tentu saran dari warga masyarakat (penghuni)
dapat diperhatikan, sebab bagaimanapun juga pada hakekatnya
kepada mereka ditujukan segala macam beban (syarat-syarat)
yang telah ditentukan.

5.2 Proses Peralihan Hak Atas Tanah dan Rumah

Persoalan yang menyangkut peralihan hak atas tanah dan
rumah ini, penulis hanya akan berpedoman pada perjanjian yang
diadakan oleh pihak Perum Perumnas dengan warga masyarakat
itu sendiri (penghuni), kemudian akan dibandingkan dengan
ketentuan aturan dari perjanjian Kredit Pemilikan Rumah
(KPR). Dan mengkaji persoalan beralihnya hak t;rsebut diatas,
penulis akan mendasarkan uraiannya pada beberapa ketentuan
aturan beserta pendapat para ahli yang mempunyai kaitan
tentang peralihan hak atas tanah dan rumah tersebut.

Pada ketentuan pasal 2 akad perjanjian jual beli Perum
Perumnas (lihat lampiran I), maka Jjelas disebutkan bahwva
peralihan hak atas tanah dan rumah beralih sejak saat ditanda
tangani perjanjian 1ini, bunyi selengkapnya dari ketentuan

pasal 2 tersebut adalah sebagai berikut :

"Apa yang dijual dan diberikan izin penggunaannya
dengan akta ini terhitung mulai tanggal hari ini
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telah menjadi kepunyaan dan hak pembelidan
terhitung mulai tanggal hari ini Jjuga segala
keuntungan dan kerugian serta risiko tentang hal

ltu menjadi keuntungan dan kerugian serta risiko
pembeli".

Dari ketentuan pasal 2 tersebut diatas, Jjelas bahva
peralihan hak atas tanah dan rumah telah terjadi pada saat
dibuat perjanjian itu. Kalau kita melihat ketentuan pasal ini
sejalan dengan ketentuan mengenai jual beli itu sendiri.

Oleh Subekti, (1981 : 12), telah menegaskan pula bahwa
hak milik telah diperoleh sejak dicapai kesepakatan tentang
barang dan harga.

Namun bilamana memperhatikan ketentuan pasal lainnya
yang terdapat pada perjanjian antara pihak Perum Perumnas
dengan penghuni, akan terlihat suatu ketentuan yang
bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas. Yakni bilamana
pembayaran kredit telah dilunasi sebelum jangka waktu yang
telah ditentukan maka peralihan hak sepenuhnya kepada pemilik
terjadi setelah masa tenggang waktu lima (5) tahun.

Ketentuan tersebut diatas diatur pada pasal 9 akad
perjanjlan jual beli rumah Perum Perumnas (lihat Lampiran 1)
yang berbunyi sebagai berikut :

"Apabila sebelum masa lima tahun terhitung sejak
penanda tanganan akta atas kredit bank tersebut
sudah lunas maka semua surat-surat yang mencakup
rumah dan tanah akan diserahkan oleh BTN kepada
perumnas untuk selanjutnya setelah mencapai lima
tahun baru dapat diserahkan oleh perumnas kepada
pembeli".

Bila mana kita perhatikan ketentuan pasal 9 diatas maka

jelas kelihatan bahwa pada dasarnya aturan yang terkandung
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dalam pasal inl merupakan persyaratan jual beli yang mengarah
atau sejalan dengan ketentuan aturan jual beli.

Hal ini sejalan pula dengan pendapat Wirjono
Prodjodikoro, (1981 : 19), bahwa sebelum harga pembeli
dibayar lunas barangnya masih tetap menjadi milik sipenjual,
adalah dinamakan persetujuan sewa beli atau huurkoop.

Maka sudah jelas bahwa dengan ketentuan pasal tersebut
diatas, peralihan hak atas tanah dan rumah sepenuhnya baru
berlangsung bilamana pembayaran kredit telah lunas ditambah
tenggang waktu lima tahun.

Melihat akan adanya pertentangan tentang cara peralihan
hak atas tanah dan rumah tersebut diatas, yang diatur dalam
satu akad yang sama, maka menurut hemat penulis sebaiknya
pasal 2 tersebut diatas tidak perlu dicantumkan karena akan
menghilangkan makna pasal 9 sendiri dan bahkan menurut
penulis dapat merupakan suatu alasan untuk mengajukan
tuntutan penyerahan hak, padahal hakekat penyerahan itu
sendiri sesuai dengan sifat perjanjian dan cara pembayaran
yang ada adalah cocok bilamana memakai ketentuan yang
tercantum dalam pasal 9 akad perjanjian. Disémpinq itu kalau
kita hendak konsukuen terhadap ketentuan pasal 2 tersebut
diatas maka seharusnya ketentuan persyaratan sebagai suatu
larangan yang terdapat pada pasal 9 tersebut diatas tak perlu
dicantumkan, karena menghilangkan makna dan ketentuan pasal 2

sendiri.
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Oleh karena itu demi tercapainya kepastian hukum tentang
peralihan hak itu maka wvajar bilamana peralihan hak-hak itu
diperhatikan oleh instansi yang menyalurkan rumah
bersangkutan agar dalam pembuatan suatu perjaanjian tidak
terdapat lagi peralihan hak yang saling bertentangan seperti
tersebut diatas. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya
ketidak tegasan tentang pasal mana yang harus diikuti tentang
hal peralihan hak itu sendiri. Dan yang paling penting lagi
supaya dapat dibuat suatu perjanjian yang tegas yang mengikat
kedua belah pihak.

Dengan adanya syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal
9 akad perjanjian antara penjual dan pembeli tersebut diatas
menurut hemat penulis bahwa walupun dapat dikatan sebagai
suatu persyaratan atas perjanjian jual beli 1itu, sehingga
merupakan suatu perjanjian jual beli namun adanya isi dari
ketentuan pasal 9 ini yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan
yang diatur oleh suatu bentuk perjanjian Jjual beli, maka
penulis beranggapan bahwva perjanjiian yang demikian ini 1lebih
cocok dan cenderung mengarah kepada perjanjian yang bersifat
jual beki. Hal ini dapat dibuktikan pula dengan adanya suatu
sistem pembayaran secara berangsur yang mempengaruhi proses
peralihan hak atas barang/benda yang diperjanijikan.

Melihat ketentuan tersebut, maka bilamana tanpa seizin
dari pihak Perum Perumnas lalu pihak pembeli mengadakan suatu
perubahan dan penambahan bangunan baru, terhadap tanggung

jawvab atau risiko merupakan beban tersendiri dari pembeli,
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tentang hal ini adalah patut dan wajar adanya. Sebab
sebelumnya telah ada suatu perjanjian larangan untuk
mengadakan suatu perubahan, dan perubahan bangunan baru tanpa
seizin pihak Bank Tabungan Negara, Perum Perumnas dan PEMDA
atau Dinas Tata Kota.

Tetapi dari ketentuan pasal 9 akad perjanjian ini ada

pengecualian untuk mengadakan perubahan/penambahan bangunan
yakni kecuall apabila kredit telah dilunasi, izin cukup dari
pihak Perumnas dan Pemerintah Daerah (Pemda) Dinas Tata Kota
saja.

Menurut hemat penulis ketentuan ini suatu hal yang tidak
cocok dan tidak wajar, sebab dengan adanya perkataan lunas,
ftu telah menunjukkan bahwa hak milik telah beralih. Dengan
demikian permintaan 1izin cukup diajukan pada pihak Pemda
Dinas Tata Kota saja lsesuai dengan ketentuan dari Pemda
setempat), Jjadi tidak perlu mengajukan izin dari pihak
perumnas karena tidak mempunyai hubungan lagi dengan rumah
yang dipersewa belikan itu. Oleh karena itu dengan adanya
perkataan diatas seakan-akan menunjukkan bahwa walaupun sudah
diadakan pelunasan atas harga rumah dan tanahnya pihak

perumnas masih mempunyai hak atas rumah yang diperjual

belikan itu.

5.3 Akibat yang akan Ditanggung Baik Debitur Maupun
Kreditur
Bilamana suatu sisa pembayaran harga beli menurut

ketentuan perjanjian kedua belah pihak sebagaimana Jatuh
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tempo yang telah ditetapkan menurut tanggal dan bulannya maka
pihak pembeli telah berada dalam keadaan lalai/vanprestasi,
sehingga tidak lagi diperlukan pemberitahuan lewat juru sita.

Dalam hal demikian itu, maka pihak penjual (Perum
Perumnas) ataupun orang yang diperintahkan/kuasanya berhak
menarik kembali rumah tersebut kedalam kekuasaannya. Untuk
itu pihak kedua penjual/pembeli tidak berhak menuntut apapun
juga dari pihak pertama.

Dan apabila terjadi wanprestasi sebagaimana yang
disebutkan diatas maka harga yang telah dibayar oleh pihak
kedua kepada pihak pertama adalah menjadi sewa yang tidak
dapat ditarik kembali oleh plhak kedua.

Demikianlah akibat hukum dari pihak pembeli - yang
vanprestasi, selanjutnya bagi penjual yang wanprestasi dapat
disamakan dengan akibat dari pihak kedua (pembeli). Jadi
akibat bagi kedua belah pihak (pembeli dan penjual) itu
tergantung dari isi perjanjian itu sendiri. Hal 1ini sesuai
dengan pasal 1338 KUHPerdata. Maka kalau memperhatikan bentuk
perjanjian serta isinya, didalam perjanjian tersebut clausula
khusus yang tegas-tegas dinyatakan bahwa kedua belah pihak
yang mengikatkan diri, menurut hemat penulis bentuk
perjanjian demikian adalah perjanjian standard (contract
standard).

Oleh karena merupakan perjanjian standard dimana hak dan
kewajiban serta klausula yang diadakan antara kedua belah

plhak dirumuskan oleh satu pihak saja maka perjanjian



69

standard tersebut memberatkan pihak yang lain.
Namun demikian menurut hemah penulis klausula diatas

kurang memenuhi rasa keadilan, mengingat bahwa sebenarnya
pihak penjual/pembeli berada pada pihak yang lemah, terbukti
dari saat kapan hak milik itu diperoleh dan cara
pembayarannya yaitu sipembeli mengharapkan kemudahan dengan
cara pembayaran mengangsur, dan setelah semua angsuran
dibayar 1lunas hak milik atas barang tersebut baru beralih,
oleh karena itu didalam setiap perjanjian yang berbentuk
perjanjian standard ini hendaknya didukung oleh suatu
peraturan standard (general condition) yaitu dengan
mencantumkan klausula yang mengandung perlindungan bagi pihak
yang lemah. Dan perlindungan bagi pihak yang lemah ini
hendaknya tertera dalam rumusan perjanjian yang mengikat
kedua belah pihak.

Karena pada hakekatnya adanya perjanjian standard
tersebut adalah demi tercapainya pemenuhan perjanjian
sebagaimana yang disepakati para pihak yaitu maksud untuk
memperoleh hak milik disatu pihak dan memperoleh sejumlah
uang sebagal imbalan harga dilain pihak.

Sehingga dengan demikian terdapat perlindungan yang

seimbang antara kepentingan pembeli dan kepentingan penjual.




BAB VI

PENUTUP

Setelah menguraikan secara panjang lebar mengenai pokok
bahasan pada bab-bab sebelumnya, maka seperti lasimnya suatu
uralan akan ditutup dengan kesimpulan-kesimpulan serta saran-
saran yang diharapkan dapat membava manfaat terhadap
penanganan pengalokasian dan pengalihan hak atas tanah dan
rumah perumnas khususnya pada Perum Perumnas Lompoe Pare Pare
6.1 Simpulan

Adapun kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari
urailan-uraian pada bab terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Bahva tujuan yang hendak dicapai datam pembangunan
nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan
pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk itu pembangunan disegala bidang mutlak dilaksanakan
dengan berhasilguna dan berdayaguna.

2. Pembangunan nasional hendaknya dilaksanakan secara
simultan, karena antara bidang-bidang pembangunan tersebut
saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan satu sama
lalin.

3. B8alah satu sektor disamping sektor-sektor lainnya yang
mendapat perhatian yang cukup serjus dari pemerintah
adalah sektor perumahan. Sektor perumahan 1ini banyak
menimbulkan masalah-masalah karena permintaan akan

perumahan semakin meningkat dan mendesak seiring dengan
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perkembangan jumlah penduduk, sedang fasilitas dan
kemampuan yang ada relatif terbatas.

Salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat utamanya yang berpenghasilan rendah
dan menengah ialah dengan membangun rumah-rumah sederhana
melalaui Perum Perumnas. Namun didalam pengalokasiannya
banyak yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan
banyak yang jatuh kepada orang-orang yang hanya
berspekulasi untuk memperoleh keuntungan.

Penyebab dari hal tersebut adalah seringnya pejabat yang
berwenang, seperti Lurah, Camat memberikan keterangan yang
tidak benar kepada pemohon dan juga adanya sikap yang
tidak bertanggung jawab/disiplin dari pegawvai Perum
Perumnas sendiri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
aturan yang ada. Hal ini disebabkan oleh 1latar belakang
kedudukan seseorang atau adanya kepentingan ekonomi dari
pegawai yang bersangkutan.

Dalam akte perjanjian jual beli perumnas diatur larangan
untuk mengalihkan hak/memindahkan tangankan rumah perumnas
sebelum lewat Jjangka waktu tertentu yaitu 1lima tahun.
Namun kenyataannya masih terdapat saja pembeli yang
menyewakan/mengoperkan/menjual kepada pihak ketiga sebelum
lewatnya Jjangka waktu 1lima tahun tersebut. Perbuatan

tersebut sesuai dengan ketentuan akte perjanjian diancam

‘dengan tindakan pengosongan, namun pada nyatanya belum ada

yang dikenakan sanksi tersebut oleh perumnas.
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6.2 Saran - saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan dari uraian-

uraian sebelumnya, maka kini penulis mengemukakan saran-saran

sebagai berikut :

1. Agar pengalokasian rumah perumnas dapat mengenai sasaran

atau tujuannya yaitu untuk membantu memenuhi kebutuhan
akan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah
dan menengah, maka diharapkan kesadaran bagi pejabat yang
berwvenang (Camat dan wurah) untuk memberikan surat
keterangan yang diperlukan yang benar-benar sesual dengan
keadaan-keadaan yang sebenarnya. Disamping itperlu
diberikan sanksi yang tegas dan benar-benar dilaksanakan
bagi setlap pembeli yang diketahui mengajukan keterangan-
keterang yang tidak benar berupa pencabutan kembali rumah
yang dibelinya.

Perlunya pengenaan sanksi yang berat dan tegas bagi setiap
pegavwai Perum Perumnas yang kedapatan/ketahuan melakukan
tindakan mengkomersilkan pengalokasian rumah perumnas dan
bagl calon pembeli dikenakan sanksi tidak akan memperoleh

lagl kesempatan membeli rumah perumnas untuk selama-

lamanya.
Agar dalam perjanjian jual beli rumah Perumnas
dicantumkan kemungkinan untuk mengalihkan/memindah

tangankan rumah perumnas dengan syarat-syarat Ltertentu,
misalnya pembeli pindah keluar daerah, karena sesuatu hal

ia tidak mampu lagi membayar angsuran rumah perumnas atau
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alasan-alasan lainnya yang dapat diterima, dengan terlebih
dahulu memberitahukan kepada Perum Perumnas.
Demikianlah saran-saran yang penulis dapat kemukakan

dalam kesempatan 1ini, dengan harapan akan membawa manfaat

bagi kita sekalian.
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selan=

Pusal 1

KETENTUAN UMUM

Perjanjien Pemesonon Rumoh ini untuk sebupyuk 1 (sotu) Unit yong selan-
Jutnya disingkot Perjonjian, odalah perjonjion yoang mendahului Perjan-
Jiun Juel Beli Rumah dun penyershan penggunaan tunahnya.

Sesuni dengan ketentuan dolom pusal 1 ayat (1) Perjanjiun ini, moka se=-
lamo Jungku wuktu perjunjion sebougoimona distur dolum posal 3, keduduk-
on PIHAK KEDUA cdolah sebagai colon Pembeli.

PIHAK PERTAMA akan menjusl kepada PIHAK KEDUA don PIHAK KEDUA menyoato-
kun songgup okon membeli 1 (sotu) Unit Rumuh milik PIHAK PERTAMA, untuk
dipergunakan sebagai tempot tinggal PIHAK KEDUA.

Apabilo PIHAK KEDUA menyatukon wtou PIHAK PERTAMA bersoma-suma  dengen
Bank Tebungan Negara (BTN)/Non BTN teloh memenuhi persyarstan untuk da
pot memperoleh Kredit Pemilikan KHumuh dari Bank Tubungan Negeru ( KPR -
BTN )/KPR Non BTN muka PIHAK KEDUA wujib mengaduokan/menanda tongani Per
Janjion Juul Beli dan Akad Kredit Pemillkan Rumoh (KPR) pudo woktu yong
akan dlteinpknn kemudiun oleh Bonk Tabungan Negara/Non BTN,

Pusul 2 .ee00/?




Pasal 2
KEADAAN DAN LETAK RUMAH

deon dan letok Rumah serta dota-doto Rumah seboagoimona dimoksud dolam
*jJanjien ini odalah sebogai berikut :

) kos i i Unit .......0000.0 Cobang ...... Perum Perumnas
I p e S S PR P PRI SO QI g RSP <
1s Tanop Standord :
rkiroan Kelebihon

s Tanoh (KLT)

por Deftar Rumoh ! 0060000000 00000000000000000000900000cs0000000000

ngision Nomor Duftar Rumoh (NDR) disesuoikon dengen bunyi Passl 5 oyat
) Perjanjien ini,

L L B L L B L B B I B B B O L B B L O B B NN )

LA R R L R R NN

Pasul 3
&
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

ngku woktu berlukunya perjonjian ini uduleh sejuk ditande tonganinys Su
t Perjanjian Pemesonon Rumah sompal saot penandatanganan Perjonjien Ju-
Bell den Perjonjiaon KPR-BTN/KPR Non BTN.

Pusal |
UANG PEMESANAN RUMAH DAN CARA PEMBAYARAN

) Besarnys Uong Pemesonan Rumoh dan Tonuoh adaleh sebeSor RP. .s.veeeeses
( vevronseosenssnsneersnnanansnsassess ) yoltu sebesor Usng Muka yong
hurus dibayer, pembuyarsan Angsuron Pertumoe pada soot penandatanganan
Perjonjien ini minimol 10 % (sepuluh persen) dari Uung Pemesanan Ru-
mah don Tonoh tersebut diotas otau sSebeSar RPe csseevecsssnresosns

U evvonnsoseasseestinesdih Nl el tine TR IR Nt cdoe ) do=
ngan memperhitungkun beszrnya Uang Tunda Jodil yung sudoh diseruhkan
upabile woda,

Sisonyo dopat diangsur selams jungko woktu tersebut dalam Pusul 3 Per
Jonjien ini.

) Besurnyu dan woktu pemboyoron engsuran sclanjutnys diserohkon kepada
PIHAK KEDUA, dengan catotan sisn ungsurun harus sudueh dilunasi  pada
soot terpenuhinyu persyarstun untuk peloksanesn KPR-BTN/KPR Non BTN,

) Apanbila terdopot kelebihan Luus Tenoh (KLT), ‘muko besarnye nilei kele
bihon luus toanoh yang harus diboyor tersebut herus dilunasi sepertd
yung tersebut pada ayat (2) Pasul ini.

Paﬁul 5 LN R R R RN R RN RN /3



Pasul S
POTONGAN UANG PEMESANAN RUMAH DAN PEMILIHAN LOKASI

) Apabile selombot-lombotnyy ....eee... yoltu selisih wuktu ontara (PPR -
dengon penundatangonun KPH) dikurungi ( 6 bulon ), sejuk uitondotongoni
nyo perjunjion ini dan masih oda woktu 6 bulen sebelum RSH/KPR, PIHAK

KEDUA depat melunasi seluruh uang muka otau lebih besor dori Uung Peme-
sanon Rumoh, muke ukon diberiken potongan Uung Pemesonan Rumah sebesar -

8 % (delupan persen) dori seluruh Uang Pemesansn Rumsh yung teloh diba-
yarken tersebut di atas.

) Apobila selambot-lombutnya .......... yoltu selisih woktu antara ( PPR-
dengan penandatongonon KPR ) dikurongi ( 3 bulen ), sejok ditandatongo-
ninya perjenjian ini don mosih oda woktu 3 bulen sebelum RSH/KPR PIHAK
KEDUA daopat melunnsi seluruh otou lebih besar duri Uung Pemesonen Rumeh
moke oken diberikan potongon Uung Pemesunan Rumoh sebesar L} ¥ (empot -
persen) dori Uong Pemesunaon Rumoh yong telsoh dibuyarkun tersebut di-
otas. ' '

)) Potongun Uung Pemesunon Rumah sebagaimuna dimoksud dolom ayet (1) don -
(2) pesal ini oken diperhitungkan pada ssat penandatangenan Perjonjion-
Jual Beli dan Aked Kredit KPR=-BTN/KPR Non BTN.

) Potongun Usng Pemesonon Rumoh sebogui tersebut pude syset (1) den (2)
pasal ini tidok termosuk pembuyuran kelebihan luas tonah (KLT) yang te-

top harus dilunosi pada woktu pelaksanoan perjenjion KPR-BTN/KPR Non -
. BTN,

1) Apebile PIHAK KEDUA teloh dopot memboyer minimum 60 ¥ (enumpuluh pemsen)
utou lebih duri Uong Femesonan Humah tersebut dolam pasal L oyat (1) -

perjunjion ini, make PIHAK KEDUA dopet memilih lokusi kapling yang dipe
san,

Pasal 6
FERPINDAHAN LOKAST

) Apabile karena sesustu hel (pindah tugos dan lein-lain), Calon Pembeli
diberi kesemputon untuk pindah lokusi pode Unit/Cabong Perum Perumnas
yang lain, Uung Pemesunen Rumah yang telah diboyar oleh PIHAK KEDUA, te
top dopet diporhitungkon sebagoil Uung Pemesunan Rumah pado lokosi yang
baru, sepanjang odo pembangunun Rumsh Ferum Perumnos,

') Apobila di lokesi baru tidok ado pembangunun Perum Ferumnus uung pemest
nan rumoh yong telah distor oleh PIHAK KEDUA okaen alkembolikan scpenuh-
nya.

Paggl T civevissescevevih
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Pasal 7
BERAKHIR DAN BATALNYA PERJANJIAN PEMESANAN RUMAH

onjion ini dinyutoken berokhir dun botsl opabilao :
Berokhirnys Jjungka woktu perjenjian ini, ‘

PIHAK KEDUA meninggol dunia don tidok oda ohli woris yung berminat melon-
Jutkon perjonjivn ini, Dalom hel ini seluruh angsuran Uong Pemesanan Ru-
moh yong teloh gibaysr dikembalikan kepado Ahli Woris yung sah,

PIHAK KLJWA secora sepihak menyotokon mengundurkon diri atau tidak dapat/
tidok meu meneruskon perjonjion ini sebelum berukhirnyo jongka woktu se-
bugoimano dimoksud pusal 3 perjunjian ini tetapi belum melewoti 1! proses
Perganjion Jual bell uan Akad KPR. Dolem hal ini seluruh Angsuran  Uong-
Pemesunan Rumuh yung teloh ulbayor alkembuliken kepoda PIHAK KEDUA, sete
loh dikurongi dendo sesuai pasol 8 oyat (1) perjonjien ini,

PIHAK KEDUA tidake memenuhi persyorotan untuk mendepot rumah melolui fosi-
tos KPR-BTN/KPR Non BTN moko permohonannya dinyatakan botal., Dalam hal-

ini seluruh angsuran Uang Pemesonen Rumoah yung teloh dibayour dikembolikan
Kepudua FIHAK KLDUA,

Pasol 8
\ § A NukK, S5 I
| 3
'Apobila pudo suqt berlungsungnya perjonjiun ini Culon Pembeli menyataken
'mengundurkan diri otou membotelken untuk membeli rumeh moke dikenakan den

|dn sebesor 10 % (sepuluh persen) duri jumlah Uung Pemesanan Rumah yong te
‘lah distor.

Apubilo pudo tohup=tahop proses persiopan perjanjion Jual Beli don Akonde
KPR sebagoimana dimoksud pasal 1 byat (L) perjonjion ini ternyata  PIHAK
KEDUA tiuuk hadir, dun sctelah diodokon pemonggilon 3 (tige) koali bertu-
rut-turut denguen Jungka woktiu yong wajar, maka hoknya sebogai Coulon Pembe
11 menjodi batal, dan Uang Pemesanan Rumoh yong teloh diboyuriodeh PIHAK
KEDUA dikembulikon seteluh dikenokan dende sebesar 25 % (duapuluh limo -
persen) duri jumloh Uung Pemesanon Rumoh tersebut dalam pusal L eyat (1)
perjangion ini.

Poasal 9
BITAYA - DI AYA

materai don biuya-bicye lainnye epebile diperlukan untuk Surat Perjanjian
menjadi beban sepenuhnya PTHAK KLDUA,

Pusal 10 .--ooo.n&oo.oc/g




Posel 10
LAIN « LAIN

\pabila PIHAK BEDUA teluh memenuhi ketentuon-ketentuan yung tercantum da-
lam perjunjiun ini sccuru baik, serta memenuhi syores=syosrot yeug - diten-
ukon untuk wembeli rumoh PIHAK PERTAMA dengon dukungan fasilitus Kredit-
‘emilikon Rumah dardi Honk Tubungon Neguro (KPR=BTIN)/KPR Non BTN, maka -
'THAK KEDUA berhuk untuk meloksunuken Akod Juul Beli Humuh dun penyershan
engpunoon tunah,

“IHAK KEDUA wojib memenuhi ketentuon-ketentuan tentang penghunjon rumah -
yong ckun dictur kemudian hori,

Pusal 11

D OM I CTIULI

beloh pihok dulam perjenjiuvn ini teloh scepukot untuk memilih tempat ke
n (Domicili) diwilayah kekuosoon Pengadilon Feperil c..ceveececssscassne

Fasal 12

KEADAAN PEMARSE ( FOFCE WMAYLUR )

Yung dimoksud dengon keadvon wmemukso (force wayeur) didolom perjanjian -
ini aduloh hul=nul stuu kejauion-kejudion yong terjedi diluar dugoan/ke-

mpuun paru pihok don menurut peroturan perundang-undangon yeng berlaku
Ezrtu perhitungon yang luyuk berude dilusr kemompuon/kekuusaan para pihok
dun tlduk werupukan Kesuluhau dun vtouu kelululan yong uenjodi tanggung-
Jowab para pihok yony mengodoken perjernjicr irnil yung secara lungsung mau-
un tiduk langsung wenippo vtov berokibet pode obyek yung dipergunjiken -
ﬁlch kedua telonh pibolk divolor perjonjion ini.,

Apobila selame bLerlangsungnyo perjenjien ini terjudi keodoan memoksa se=
bugoimana dimoksud dolom ayat (1) pasal ini, woke seketika perjanjion ini
emi hukum menjodi butal tonpo adanyo tuntutun dolem bentuk apopun  dari

mocing=-mosing pihok yong mengadekon perjunjian ini, termaosuk gonti rugl -
maupun tuntuten lainnya,

Pusal 13 os-oolooo-otooo-./6




Pasal 13

PEKRSELIYIHAMN

d0 delem peluksenaan pergunjien ini timbul perselisihun dun atau perbe-

pendapot mikn keduo beluh pihok setuju untuk diselesaikan dengun musya
e

1e dengon e yorowoh tidok mencopei hasil, maka kedun belah pihok sepa-
ntuk diseleseikan melulul vun lercdilon scetempot,

Pusol 14

P E N U TUWE

‘tos perjoanjioan- ind berloku pulo Surat Tonda Jodi serta semua pernyatoan-
pernyataan don keteranpan=keterungnn yong disaompaikan PIHAK KEDUA dalam
pengnjuken permohonarn pembelion rumobi FLIUAR PERTANA y-in, merupakan 5o tu-
kesatuan yong tidsk perpicchikon dary perjoanjion ini.,

Perjonjiun ini dibuat oleh Keauu beluh pihak tunpe udounys puksean dari
pihak munopun, don setelosh dibuaca serte dipahomi muksudnyo kewmudion  di-
tundatongani oleh masing=masing pihok dolam rangkap 2 (duo) yang keduanya
divubuhi materai secukupnyo musing-mosing mempunyai ketentuan hukum yang
Suma.

Apublle wasih terdopot hul-hel yong belum cukup diuvtur daloem perjonjion-

ini, Keuue woich pahow teluan sepakat, mengenni hol ini akon diatur kemu-
iien secoara tersendiri,

P1UAR PERTONMA, PIHAK KEDUA,

5
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— 1 — TEMBUSAN KE |

Hulvnau saty
PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN HUMAL

ANTARA e ),
BANK TANUNGAN NEGARA “T o o
....... AWHAUR, .. Y I
NO.tevve..n.. ... G e S

Yang bertanda tangnn dibawal ini :

1. DANK TABUNGAN NEGARA, berkedudukan di Jukata, Jalan Gajah Mada Nowor |1,
dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1968, Lembaian NMeguen R 1L
No. 73 Tahun 1968, Tambahan Lembasan Negara R.1. No. 2873 diwakili oleh :
VKTV, SUKIMAN S, Doktoranduas bertempat tingal a1 Ujung Pending Julan

............................................................

....................................................

obiwysan Ve oy 76d. Lupond 00 Juld 1900 duy tuxat Kuaon DEcokel ™

.................. foassnsonsssnsssannsas

Boaik. Tahuvgun, Nozaxa, bertodudukan 4L Jakarta Noy 23/DIR/000D Langal

O, MO, Y0 e

dan dengan demikian sesuai dengan pasal 16 Undang-Unduang No. 20 tahiun 1968 Lem-
baran Negara R.1, No. 73 Tahiun 1968 Tambahan Lembaran Negara R.1 No. ™V ber-
tindak untuk dan atas nama Bank Tabungan Negara selanjutnya discbut Bunk ;

W ARV, B, BRI N R L. % o8 SN O TR g e karya van dan
.l‘M{K BUNE PARA CABy FANK SARE T ' L wel g T B , bertempat tinggal
dl Jalan. . Pod AR AT o G e I e ea s s avns 1ot sovs s wrmmms
dalam hal ini bertindak untuk ditinya sendici, sclanjutnya disebut DEBITUR pada hai
ini tanggal

........................................ bertempat di .. ooen oL
........ eunese s JARE. PAIUG L oot e e telah setuju untuk dan dengon
ini pula Bank memberni pingann vang kepada Debitur yang dengan ini mengahu berli-
tang kepada Bank karena uang yang dipinjamnya dati Dank tzrsebut, yaitu sampai juin-

lah maksimum sebesar Rp. . 3,170,000,= (T4 Juta eeratug tuluh pulub
R L L O O U SN RS

...................................................................

ngan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ¢

Pasul 1

Jumlah le_il dun l'c.'nggmwmmyp

(1. Dengan  penandatangapan  pejanjinn  ini debitur  mengaka  telal menank dan
menggunakan jumlah kredit maksimal sebesar Rp, ... 3:170,000,=
(... T4en Juba, noxabyo, baddy pwlyly xiba vagdeh

..................... R R

............ ceverreneneenaesaa.o) dan dengan demikion sejok penandatanganan pee-
janjian kredit ini yang merupakan tanggal penmiikan kredit — debitur wajib untuk
memenuhi kewajiban-2 atus kreditnya sesuai dengan perjanjian ind.

Jumlah kredit tersebut pada ayat (1) perjanjinn ini bahwa diberikan oleh Dank
kepada Debitur dan hanya digunakan oleh Debitur untuk membeli sebual rumah
berikut tanahnya guna dimilikl dan diluni sendird oleh Debitur, dari . Rovuo, Ponwngo,
DYook A NQ. 63, kolurahan Jonpoo,. Kota Undyn Bavo=Paed . aobormy, = .
MRper 3652900005 .. (. The Aubn, Do, ptae dun pulul 1w rlba rupfan’)

............................

(3). Untuk pembayaran lunns harga rumah berikut tanahoya tasebut pada ayat (2)

pasal Ini, dengan penanda - tanganan perjanjian inl Debitur sckaligus memberi
kuasa kepada Bank untuk dun atns puma Debitur membayarkan pada saat yung

dianggap baik oleh Bank jumlah uang yang diperoleh darl kredit ‘terscbut pada
PYRLELY Do) IOl RRDIAR .. oiiv. s v i s R e e

O S O PR CCAG L L

(2).

R I )

..............................

(4). Sesual....... RO




Halyman dua

oot ayil (1) pasul b, perjanjian i efektip bedaku sejuk ditanda tangani oleh

o Bcbitur, sehilngga tanggal pembayaran aleh Bank sebagaimana dimaksud puda
O il dn ik mempunyar peagaruh apapun atis hak dan bewajibian pihah
e bbb por panini i, '

huku lIun!:E i Frovhi hank

stk

o bewcali bunt, debitus dik=nakan bunga sebesar __ 2 e (e Lo proogn )
vt yaug diperhitunghan sepak b beribut dark tangeal penanihan ki

vk dengan tangpal dilunasimya selurale mdale utane,

oo I G Gl pertamia yang dipentatunghan atas disar Jummlale hocdit yang ditanik,

e tahnstahun selanjutnya diperhitungkan atas dasar sisa utang (yung terdin dai

acc b bocdut Qi pebebanan bunga biaya-biuya tertunggak) pada tanggal 31 Descmber
o alg iendahului,

veoraal Bank beshiak untuk merubah tarip suku bunga Kredit ini untuk disesumiban

betnjabsanaan Pamcnntal ¢.q. Baonk Indonesiag setiap perubiliun subu bunga
o biehbip pading cepat tiga pulub ha kadender serelah tanggal surat penberita-
Vi il UllhlL u.

il vaaboan Provise Bank scbesar Rp VLG5 =, g, badow miby
anms watn dwe b, diia 2l ) L o B T o S yaitu
duad b runiah berthut tanah tersebot pada ayat (2) pasal | Perjanjian ind, yung

b aibinas kit e bamgavn Ferpinngiai i,

Pusul 3

Junibian dun Carn Penglhutunnyu

et debike gauh pembayaran Kembali segnlia sesualu yang atas ketentuan

et bk gt hagona apapun Juga hatus dibaywe oleh Debitur kepada Bank, bk

a bk bredit, bungs dan baya-tioya Lannya, aaka Debitur mentbedban ja

e b (B ta) antara o sumiah din tanah yang akan discbut dabion akie

conk bk secana notanil maupun dibawah tangan, Ssemata-mata menurut pertine-

ok Lerentuan Bank, sedang akie pembersn juminan tersebut menipuakan Ditgiaaih
b pang tidak dapat dipisaliban dad Perjanjian Kredit ini.

cilen aenyetigul dan mewapibhan seitn mengikathan didinys ook menyerahikan

e wondd dan dokumen apapun, yang ash serta sab dan membuktiban pemiliban s
bt yang dijadikan jaminan termaksud dalam ayat (1) pasal i, kepada Bank

bt gunakin untuk pelaksanann peagikatan harta tecsebut sebagai jauminan kedit
Conputaya dikuasun oleh Bank sanpad dilunasi seluruh jumbali utungnya.

v menyeiujul dan mewagibhan serta mengihatkan  did uotuk  memberikan
At a sepenulimya guna memunghinkan Bank  melaksunakan  pengikutan binang
e breditiad menurut caradan pada saat yang dianggap baik oleh Bank

e sacnyerigul din mewajibki senta mengikatkan dird, dan dengan penanda-tanga-
Cocbangian b sekaligus  membent huasa kepada Dank yang tdak dapat ditwik
ol cebehma selurub utangnya hepada Bank dilunast, untuk dan atas nama Debitur
Casiup pertanggungan usuranst kebakaran dan risiko kebendaan lainnya atas burang
fin Keedit Ind, pada perusahuun asuransi manapun serta dengan ketentuan, nilai

alcongan, jangka wakta pertanggungan dan Klavsula yang diunggap baik olch
|

(5). Schauh ..




i Halaman tga

(5).  Selurub blays yang diperlakukan dalam pengikatan barang jeminan dan pertanggungan asuransi-

nya, termusuk didalaninya blaya - blaya notasts, I' P AT, ( Pejabat Pembuat Akte Tanah ) pungu-
tan - pungutan Pemerlutab sepertl bea meleral, dan apablla peidu, bea pendaftaran /7 pencatutan di
Kantor Agraria dan lain scbagalnya scata blaya dan premi asuranst menjaci tanggungan Debitue
dan dalam hal Bank lelah membayarkannya terlebih duhulu, scketika setelals moveslind penagilinn

pertama darl Bank, Debitur harus langsung dengan skaligus Rutas membayarkannya La’llm'll
kepada Bank, S\ L

."1‘ bt

Lot

Jpatian Tandishes

Apabila Dank berpendapat baliwa dari segala wsustu yang tessebut pada ayat (1) pasal 3 Perjongian ini
tidak lagl mencukupi untuk difadikan jgminan krecdit Inf, maka Debitur menyetuful dan mewallbkan seita
mengikatkan dici untuk stas permintuan pestama daed Dank ;

b,

(1).

(2).

3.

).

Membayar kepada Bank sefumlaly wang wenot ketetapan Bank atau

Menambah barang « barang / benda - benda tertentu lainnya yang ditetapkan olels Dank untuk
dijadikan jaminon tGunbahan menurut ketetapan Bank,

I'nsal 5

Peaghontan Rk
Debitur wajib dan berhak antuk segern stelal menanda Gangani pegganjian ind, untub meaeimpati

mmah yang dibeli dengan, wita dijadikan jaminan bagi kot Ini, sepanjang dan webana Debitug
memenuhi dengan batk wmuoa kewajibon-2 berdasackan perjanflan Inl.

Dengan mencmpati tumah teesebut Debitn weourut hukuin dianggup tel e mengetahul seita
mencrima sepeauhnya beadian sebagaimana yang diterbmanya dasl

PERUM PERUINAS

schingga apabila dikemudian haei ternyata ada cacat ataupun kekurangan apapun Jugs teammsok
diclalamnys cacat tessembunyt, kinnnya yang demikinn b teenyata ada pada mamah tersebut, minka
hal ity semata < mata menjadi tanpgung jawab Debltur sendist dan Bank tidak dapat dikaitkan 7 di
pedtanggung - jawabkan dengan cara atau dalih apapun juga atasnya.
Debitur menyetujui dan mewajibkan swerta mengikatkan diri untuk :
a.  menempati numah tersebut seeara layak,

memeliharanya dengnn balk atas blaya sendlil,
c.  memperbalki atas beban sendii segala kerusakan yong tesjadi atus numah weiscbut,
d. membayar INEDA/IPEDA maupun pungutan-punguton laln dad’yang berwafil

yang lazim dikenakan terhadap pemilik/ penghunt rumah secara tepat dan teratur,
Debitur tanpa persetufuan festulls teslebil dahulu dard Bank dilarsog untuk :

a. Merobah beotuk ateua komstiukst rumali tersebat

b, Membebund lugl harta tessebot dengan hipotlk, atau dengan sesuntu Jents pembebanan lain
apapun juga untuk keuntungan sesuatu plhak kecuali Bauk ;

¢.  Menyewakan stau mengljlnkan penempatan atau penggunnan imaupun mengunsukan harta
tersebut kepada sesuatu plhak laln ;

d. Menyerahkan harta tersebut kepada plhak lain g

e, Menjaminkan luk penerlimaan vang sewa atas harta tessebut ; atau

[, Menerima setlap uang muka, sewa, atau sesuatu i:unlouyuln lalnnya atau pombayaran kon-
porsast dimuka terhadap sows - monyews pesempatan, penjualan stau sesuatu bentuk peagua-
saan lainnys atas harta tersebut darl pllak laln,

Pl .. ... cocnobosvinnanil
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(®).

(3).

(4).

(s)

(n).

(2).

(3).

(1).

! ke ll‘lutu_n_ caipal
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Puaibayaran Renball daa Jaugha Wakia bavditc by

|" \ ". J'. }’

Puinbuysrun bomball biecit dilebib it soain sagouran bulasai, yuig tea it da uuyulnl; pokih 5 A
kredlit dan bunguoys, dengai cata poditungan suultes, '

Visdusarkan cars pachiltunigan siulias dai sepuiiwiig thighut suba bunge sdelah saine sepertl
tapiban pada ayst (1) pasad & Perjunias b, maba jumlah sngauran bulaonwn yeng wajils dibays: olel
Deliltur andlalulk adalah scbicans 1y, 32,7 L.'Q."

(... T pulub due xlbu tudule aobug delppwn pulul rapdod

Jsetlap bulunniy u
Perubuhan juslah wngiuran buluian yung disebubban vledi pecubsadian suba bunge, shan dilarita
hukun secura tortulls olch Bauk ; Debltug stufu, ewafibhan dan mesgibathas Qi untub sentaatl -
dan melaksanuban |-c1ul~hul.l .iu.-muu Lulasan, sebugulinaia ditctapban uleh Bank.

Angwran bulanun tersaat packa ayut (2) wtan wyet (3) pusal wil bar elali dites b olehi Bunk, pada

ateu sobalun tanggel 3 walup balan, mcnurut cpre peniboywian den dibayar pals Kaoter yang i -
tentukan oleh Bank

Pembayaran angsuran bubaian pertanva yang merupiban salale satu honiponen

v vk pelah dilohakan paaki bl .. E it e st i selanguiny
dibayar berturnt turul setiap bukan tersehut schana gangha wakto 15 00 oahan

Vaeal T

Kuasa Vot (;_ul!_thll Sural I:-&Eh:u

Sepanfang menganal kewu|lbun - bewafiban panbayeran Debiltur bepada Buik yung thinbul dail -
Perjunflan bd, maka Dobitws sy etuful dan dengan penaisda - tunganan Pefunjlan il sebaligu -
ua:uliml hussa bepuda Bk untud solusna jusilal utsng Dedibtur Ledu dibeyar lunss Lepada Bask,
slanjutnys membite dau weierbinng baglen gajl dan pencibnaas by yang menjadi bk Debiitur -
dard pefubat yang berwenang nwmbaysiban gafl dan penctlnwan labiuya dad Lstat/ Kantor tes -

scbut, untuk pertama - teu Glpergunsbun nembuy /el utsng Debiltun bepuda Buik, men -
dablul kewajiban peinbaywiun Debitur bepuids pilisk laka,

Pembrerian buwsu teambut pada wyut (1) prsal il sane schall thdal vangurangl p<itanggungan ja
wab pribadi Debitur stus how ajtlin - kawafiban paanbaysiun bepaids ek yuig thubal dai Peijun:
Jlan bud, sehinggas bagulinanapun Bauk beidink untub spabila sicigunggup peilu, nclakoban penugl
ban lanpung kepads Dobliur stos bewsjiban - bewajiban penibayaiun teschat

DBank ddak diwajibkan uotuk menglibnban surst - surst tagthivn bepada Debltue, sehilingga dengun -
wluu lanpse adanyd sunut la‘llun, Dieblius sy tolap skl pesnbiayaran - preadiayunan s -
run bulanunnys sebagsbinane ditesstoban dbladan uyst (2) dun (3) pasal @ Porjunjlan ind

Pasal 8

Polunssan ol Sobduin Berabldinya Jangha Wakta
Menylinpanyg dast betcntuan fJungha wubtu sdiagalinatia dlsctuful pacda ay st (3) pasel U Vcrjunjlan il
Debitur dapat meduniusl utanguya schedum shhibr junghe wakiu tawbul, yaog shan beilabu due bu -
lan halendar stelah Daik jicoci b posibes lahusn dasl Debibtur ncngenal inabauduye tencbat -
staupun dalum hal Debitur tidak wcinberitaliikanuya tedbebdl dadida, petibuyatun deniblun Iy -

basu berlabu dua bulan baleikas scicdals Langygal poubaysran, staupan setcdali Debntug nembayar -
diimika bungs chitia schaligus vtk dus bl
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Untuk sesspnmngd fradobe oo e b bt stak diswmplog membayar wogyaian bula

sy selsgaimana dientnd oo datacrwyat (2) pusal U Pespunglan il ]Iugn melakubun peribayaran

ik wigyinan pobok, J upeo

ot bindisw wigennn denmibian it jumlahoy e setlap sant tidak
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dun berbiku sefak dua bulsa setelahe Bauk meneihma pewnbesitahuan darl Debitur tile‘l'lkrlu"
sudnya, staupun dalum hal Debitoar tdak memberitaliuban tedebil dallu, pembeysrai
ftu baru bedaka sejak don Badan badvader soteluby tunggal pembayaran ; angsusann pokokSeintkldy

ity tidak akun megubah besoyn pombade aogsuean bolwnan tetapl b oengurangt jungha wakio
kredit yang besanghutan

; Pat i

Fesanrencon den Pemedilsssn Berang Jaminan

Sedwinn Debitur b lom ssclapat selinuh wtang nye yang Gmbul disl Perjanjian tad, maka Baok ler-
hnk setbip suat ywog dhanggep bayab olel ook, wedakuban pemeribsann din membote 5 Goomgan
beterangun wetempal yung dipeduban.

Debitur menyetufui dan mesw s bl an sertw wengibatban didh uptuk owaberikan keternngan hete
rangan sccara bensr atas peitungunn peatanyasn plink Bank dalam rangha penguvoeom dan
pemeribwan burung faminn ol

Pawl 10

Vo i Seberibn Scluruh Ulang

Tanps memprdhntiban betentoan mengenst soganun bulanan don fJengha waktu Gedit bl Bank
bethak dan dapat untuk sebetBn wenagih pclunasan sekaligus atas selusuh sbsa utang Debitug
bepada Baok ynug Umbul daed Pefanglon tut, dan Debittur wajib membiayurnys deugan sehetiba

dun sekallgus lunes untuk redurub e huteog yeng ditogih oleh Bunk, dalam hal terjadi saluh satu
atau beberapa keaduan dibawali lnl, yalin

s, Debitur dddera Janjl, sebagabinans dimsdsadbon dalam pasal 11 Perjanjlan inl ;

b Debitur tdak munghio legh stwn tdak sempamyal dasar hokam untuk memenuhl sesuatu
ketentuan atan bewajibinn bocdassiban Peguoplan Keeddit antucs lado 2 wenlnggal duota, diber-
heatiban dal Lantor/Dstand yang bersnnghatun, dijatubi hukaonn Pidans, meadspal cacat

budun sehinggn olels bacosnnya belum/tidak dapat dipekegjakan lagl, dipindabikaon bebots /
ducrali ladn atan beluar veyeil

c.  Perwsahuan tempat Debitie e Vegja teluls dinyateban pailit ateu thdak mampu membayar atau

telauh dikeluaikon pedintah oleh prjsbiut yaug berwenang untuk menunjub wall atau kurator
ebitur

Ao Debitar merboat atan sy bobban nton menyetujol dibakiknn wtan memblneban didubukan
sesuatut Unddak an yang miembslinvah an atan dapat membshayskan, menguoungl atan meidada-
kan Juminan yeng dibeiiken vatal uteng ;

e Harta - harta Debitar yung Mbesihan sthagel jaminan keedit telah musnah

Setlap beterangan yong dibediban, hal hol youg dissmpalkan atay jaminen yaug diboet oleh
Debitur bepada Bank tedbaktl pelsi utan menyesatban dalam segula segl stau Dobitur lalal atau
gagal untuk wemberiban beteringan yang bennakng stan sesungguhinya kepads Bank ;

K Debitur gagal dalam mensonubib wtan Delitur besthdak bententanguan dengan sesustu peraturan
Pemerintah atuu Daerah, Undaag - Unlang aten Peraturan - Perstinun yung mempunysl
abibat penting tehsdap atao wwomprogamilil hubuogan kerjanys dengan Kautor tempat
bekerja ;

he Setlap scbab aton kejodian Istnnya yang telah teadt stau mongkln akan teqadi sehingga men-

Jacki layak bagl Haok untuk melubilon ponagihion seketika mongenal selunih ( sl ) hutang guna

melindungl kepentiogen « bepontingannys, satu dan lalunya semuta - mala  menurul
penctapan / pestimbangen Dank

(2). Apablla ..........¢000s

calklan
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(8).  Apabila setclal wenduput pesigatan dail Bank, Dobitue tdad daput mclunast selesuli s bewai-
Lun pembayurannya yung sehetika ditagih oleh Bank kareow tecjudinga bal - had ywig dischutkng di-
dalam ayat (1) pasal bad, ke Bank Lok memerntitabban bepada Debibtur wnuk mm'munnb-lll"
rumah bertkat tanaliny s yang telah dpamindan oleb Debitur bepada Baak didadam Perpangian sl £y

. dun Debitur moenglkathan dirh untok melaksanakan pengosongen rumah dun taahi llubu‘l R \ g
selanibat - lunbatoys dalas fungha wakta 30 bal dibitang sl toggal peesintadi 1 .uk . l.n| “‘!- I
tanpa syarut dan gantl sugl spapun jugas

3 J
49).  Apabila Debitar ternyata tdak mengosonghan rumal dalan janghs waktu yang ditentukan dadgn”

ayut (2) pasal lnl, make Bunk berbak untab menibnte buntuan pilak yang Lerwonang ging menge
luarkan Debltur dan mengmonghan nimnahi tenebut.

(4).  Debjtur dengan bl menyutaban sclepaskhan haknya untuk meiinta bun.l.uun it Distanist stiatiagnin

mengenasl pengusongan tuiiab tescbiat, apabila haknys untuk tua memang ada
Paral 1
Ixbitur Cldera Janji

Bunk daput menctupban bl vgpadings cidess junji dipihak Debitar, dabion hal

o Deblur udak menmibayar sngcan bulunannys stgupun jumlah sngainen bulin yaug

dibayarnys kurung dan jundah yang ditetapbun dalam ayat (2) pasal 0 Pespanguan i duinZatuu
tichak anelanast kewajibian angaoran balaswy o et Batas taoggal yang ditetapdan dalam
ayat (3) pasal U Verpunginn b schingga uatuk e Debatus telabe mendapat Suat Peragatan tga
kali bermut - tarot dan Bauk

Debitur melububan peninggab an - penunggab an atas hewaplian angauran bulaanmy e whaga
mana ditentuban dalann ayut (4) pasal O Pecpuopian o sebam dua ball sigaunan bab Leitut -
wrut maupun Gdak dalam satu tabian takwing, sclingga unok o Debion wlih mendapat
peringatan terahbic dao Bank

Debiitur tidak memenuhi dengun bak bewapibannya sebagaioina diventuban didalam ayat (2),
(3), (1), dan (5) pasal 3serta wyat (1) pasal 5 Ve panjuan o,

do Debatue melunggar ketentuun - heteatuan pada ayat (1) ‘:""I 5 Venjangan .

e Ditur udub memenulil dengan baik kewajiban - bewajibannyu atau mclanggas betentuan:

ketertoan didalam Pecfanfinn tni, sata dan Lain semuti - muti menut penctapan 7 pertin-
bangeo Bank.

Pusal l- ;

, ldukum.ml! HL-‘ Llui ‘ Waring, jl-lniuull i

(1),  Apabila berdusurkan pasal 10 Perpungpun i Baok menggunaban hakiys vnk menagili pelunasan
sckaligus atas utang Debitur, dan Debitur tduk dapat memenuli bewapbannys meabayus peluna-
san tersebut walaupun telsh mendaput perngatun - pedingatun dud Bank, maba Baok Leduk unk
sollap sast melaksanakan hak chckusinga atas juminan yang dipegangnys, meonmit cara dan

dengan hurga yang dlunggap baik oleh Bank dalam batas - batas ).m; dibenihun oleli undangundang
serte persturian hakum iy

(2).  Hasl eksekust dan/utuu penjualun barang juminan tenebut dalam ayat (1) pasal ini pertana tuna

akun digunakan untuk melunust siv utang Debitur kepada Baok, weinwsuk semua beaya yung telali
dikeluarkan Bank guna melabsanuban ebsebusi barang jaminen, dan apabida masil alda sisaiya
Jundah sbse tencbut akun dibayakan bembull bepada Debiltue,

(3). Apablla dast hustl penjualan stau ebschusi burang jaminan kredit sebagalouna tescbut padu ayat
(2) pasal lad jumlahnys Lelum wencubupl untuk melunast sclunil utang Debitur bepada Bunk,
maka sesual dengun koteatuan/peraturan yung bedahu Bank berhuk uatuk mengambil pelunwsan

atas sba utang tencbut dad penjuslan burang - burang Lo milik Debiwar, yang dianjub olely
Debltur sebugul fuminan tumbabinn wtas Lialie i,

Pusal 13.
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Perjanjian kredit ini berlaku elektip dan mengikat kedua belah pilak sete Iatn diltmda
tangani oleh Dank dan Debitur,

Dalam hal Debitur telah melunasi selurul utangnya dan untuk ity telal menerina, et

\I‘

nyataan lunas dari Bank, maka Daok wajib untuk menghapuskan/menghe nl)}.mf"

pengikatan barang jaminan dan/ataw meroys hipotih atas barang barang tecwbut pada
pasal 3-dan 4 Perjanjian ini.

Selanjutnyd Bank wajib menyerahkan’kembali kepada Debitur semun surat surat dan
dokumen-dokumen mengenai tumah berikut tanahoya, serta surat-surat bukt ninnya

 yang disimpan/dikuasai Dank,

(4).

Seluruh beaya yang dipetlukan untuk penghapusan hipotih danZatau pelepasan pengi-

~ katan barang jaminan lainnya tersebut pada ayat (2) pasal ind, apabilia ady, dibebankun

.

(2).

(3.

kepada Debitur. |

Pasal 14

l'l ayeruhan Piutang Kepuda Pilink I Ao

Debitur menyetujui dan membernihan hak sepenubinya kepada Bank untuk men, cahikan
(mencessikan) piutang dan/atab tagihan Dank kepada Debitur Lerikul semuvs jad)i-
janji accessoirnya, termasuk hak-hak jaminan atas kredit ini, kepada pihak liin yang
ditetapkan oleh Bank sendiri, Sctiap saat diperlukan oleh Dank.

i‘ns‘u_l 15

Alumul l'llluk 1§ llmh

Scluruh pembayaran utang atau setiap bagian dari wiang Debitur dan surat-menyura
harus dilakukan/dintamatkan pada Kantor Bank yang telah diteatukan; jam jam keija
dari Kantor yang bersanghutan,

Semuya sutatamenyutal dan pernyataan pernyataan tertulis yang tubul dari Jdan begaka
pada Perjaniian Kredit ini dunggap telah diseralikan dan ditevima apabila dikicimkan

“kepada:

I PENTAL 1N TARA |_|1r AL
— Pihak Bank dengan alind :BH“ TrMCOAL ] I‘“ CM\. ” thar

; ; 'i"_,"ll A N PR v
— Pihak Debitur dengan alamat ”” YA GAN I AR

1” =' H' VERCIND M, 97 pARt

Kedua belah pihak masing-masing akan memberitabukan secara tertulis pada keseipatan
pertama secepatnya setinp terjadi pesobahan alamat, Debitur pindah/Ztidak B menghum
rumah yang bersangkutan dan scbhagainya.,

usal Ih

Kuasa Yang Tidak Dupat Ditarik Kembali

Semuva kunsa juga yang dibuat dan dibeniban oleh Debitur dalim Pecjanjian un
merupakan kuasa mutlak yang tak tespisabikan dac Pesjanjian ini dan tidak dapat ditarik
kembali karena sebab-sebab apapun, juga yang dapat mengakhin kuasa terutama yang
dimaksud dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Debitur
mengikatkan serta mewajibkan diri untuk tidak mentbuat surat-surat kuasa dan/atau
janji-janji yang sifat dan/atau isinya serupa kepada pihak lain, selain kepada Dank.

----------------
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" Alas Perjanjian lnl, baik mengenai peluksanaannya maupun mengenul pcnth}mmr}‘ft )

. wlqkn hukum perdata scbuguimana termakiub dalam Kiab Undang-Undung  Huku

l’;wus untuk Indonesla, e

Pasal 18
Lauln - Luln

Hak dan kewajiban yang timbul dan berakar puda Perjanjiun ind diatur didam keten-
tuan dan prosedur kegju yang berluku puda Bank; semua pemberitahuan tertulis dard Bank dan
semua surat-menyurad untara Bank dan Debitur dalam pelaksanaan Perjanjlun lnl, menglhat
dan harus ditaati oleh Debitur.

Pusal 19

Dowmlislti

Tentang Perjanjlun ind dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tnggal
hukum (domicili) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri @ PALE PARR - snaramren I P

PIHAK BANK, PIHAK DEBITUR,
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